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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi hukum di Indonesia ditandai dengan diamandemennya
UUD 1945, hingga mencapai 4 (empat) kali perubahan. Setelah
amandemen UUD 1945, Sistem Kketatanegaraan Indonesia mengalami
perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga
membawa serta perubahan struktural dan mekanisme pada pemerintahan
Negara, karena perubahan konstitusi pada suatu Negara berarti peralihan
dari tertib kenegaraan yang lama kepada tertib kenegaraan yang baru.

Implikasi nyata yang jelas terlihat dalam perubahan konstitusi
tersebut adalah berkaitan dengan masalah Sistem Jaminan Sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan
perubahannya menyatakan sebagai berikut’ :

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam
Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua Negara
untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Di Indonesia beberapa Program Jaminan Sosial telah dijalankan
yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial bagi
tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), untuk Pegawai Negeri Sipil

! Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya,Pasal 34.



(PNS) yaitu Program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
(TASPEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan
Program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991. Sedangkan untuk Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI), dan PNS Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI telah
dilaksanakan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67
Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 19712

Program jaminan sosial  sudah dikenal dan dilaksanakan di
Indonesia, sebagaimana telah diselenggarakan oleh PT Askes Indonesia,
PT Taspen, PT Jamsostek dan PT Asabri. Namun baik dilihat dari jumlah
kepersetaan, jenis program maupun kualitas manfaat, serta prinsip-prinsip
penyelenggaraan dan regulasi ternyata masih memerlukan penyempurnaan.
Peserta program jaminan sosial di Indonesia, dibanding dengan Negara
lainnya masih terlalu sedikit (sekitar 20 %). Manfaat yang diperoleh
peserta juga masih sangat terbatas. Sistem penyelenggaraan juga bervariasi,
sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial ®

Berbagai program tersebut diatas baru mencakup sebagian kecil
masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang
memadai. Disamping itu, pelaksanaan berbagai Program Jaminan Sosial
tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai
kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak

peserta.

2 penjelasan Undang--Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
® Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Sistem Jaminan Sosial di Era
Desentralisasi,Jakarta 6 Juni 2006.



Oleh karena itu disusun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan
berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa
penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas dan
memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta.

Pelaksanaan Jaminan Sosial pada dasarnya sudah berjalan cukup
lama. Namun cakupan penyelenggaraannya masih sangat rendah serta
layanan yang terbatas dan tidak terintegrasi. Cakupan pengelolaannya
hingga saat ini baru terbatas pada pekerja formal dengan lembaga
pengelola yang masih parsial dan manfaat yang jumlahnya masih terbatas.
Sebagai contoh, cakupan asuransi kesehatan masih sekitar 48 persen,
dengan rincian 18,7 persen asuransi kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
TNI /POLRI tenaga kerja di sektor formal dan asuransi swasta bagi
penduduk yang mampu serta 29, 3 persen jaminan kesehatan masyarakat
atau jamkesmas. Namun, cakupan jamkesmas bagi penduduk miskin terus
meningkat. Program ini juga telah meningkatkan akses penduduk miskin
terhadap pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit,
walaupun demikian, program ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan
status kesehatan masyarakat miskin, terutama untuk daerah tertinggal,
terpencil, perbatasan, dan kepulauan®.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah berkewajiban menyediakan
jaminan sosial secara menyeluruh dan mengembangkan penyelenggaraan

Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat.

* Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014.



Manfaat program jaminan sosial Nasional tersebut cukup
komprehensif, menurut Pasal 18°> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan
menjadi payung hukum yang luas dari penyelenggaraan jaminan sosial di
Indonesia setelah proses pembentukan dan pembahasannya melibatkan
berbagai unsur masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
disebutkan® :

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara
penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan
penyelenggara jaminan sosial.

Namun, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ini sejak
disahkan sampai sekarang belum berjalan dalam pelaksanaannya. Masa
transisi yang diberikan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, yaitu 5 (lima) Tahun ternyata tidak cukup bagi pemerintah untuk
mematuhi dan menjalankan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional ini. Minimnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, yang harus dibuat oleh Pemerintah sesuai amanat
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, membuat Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini tidak berdaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Badan Pembinaan
Hukum Nasional melakukan kegiatan Analisis dan Evaluasi Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

® Pasal 18Undang-Undang Nomor40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
® Ibid. Pasal 1 ayat (2).



B. Pokok Permasalahan
1. Apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sudah berlaku efektif dalam pelaksanaannya?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui berdasarkan
perundang-undangan yang ada.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar Sistem Jaminan Sosial

Nasional berjalan lebih efektif dan efisien.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengadakan analisis dan
evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait dengan
permasalahan-permasalahan hukum yang ada ditinjau dari berbagai aspek
hukum.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau
masukan bagi penyempurnaan dan pembaharuan peraturan-perundang-

undangan yang berkaitan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam kegiatan tim analisis dan evaluasi ini
adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya,
baik secara horizontal maupun vertikal. Adapun efektivitas keberlakuannya

dapat dilihat dari substansinya.



E.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah: Pertama, penelitian
Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang ada
dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Kedua,
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga tidak ada
variabel-variabel penelitian yang perlu dicari hubungannya

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat
deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian
Kepustakaan dan studi kasus. Analisis data dilakukan menggunakan
pendekatan kualitatif.

Penggabungan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis
normatif dengan studi kasus dilakukan karena tujuan penelitian adalah
mengaitkan konsep kebijakan peraturan perundang-undangan yang bersifat
yuridis dengan efektivitas kebijakan tersebut di lingkungan perusahaan
sebagai proses interaksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan
yang diteliti di berbagai tempat penyelenggaraan kesehatan dan
keselamatan kerja seperti pabrik, maupun unit-unit penyelenggaraan
kesehatan dan keselamatan kerja di tingkat perusahaan.

Efektivitas kebijakan tersebut akan diurai menggunakan teori yang
dikemukakan oleh Laurence M. Friedman, yaitu dengan meganalisis:
Structure, Substance, dan Legal Culture, dari kebijakan tersebut.” Pertama,
analisis terhadap Structure dalam SJSN, yang meliputi susunan organisasi
baik yang ada di Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, terkait dengan
kewenangan dan rentang kendali sehubungan dengan tugas serta tanggung
jawab institusi. Kedua, analisis Substance meliputi seluruh isi dan materi

kebijakan yang diimplementasikan agar tidak terjadi kerancuan dan salah

5-8.

57 L aurence M. Friedman, American Law, (New York-London: W.W. Norton & Company, 1984), hal.



tafsir, sehingga tercapai kesamaan persepsi dan tujuan. Ketiga, analisis
Legal Culture yang meliputi budaya hukum dari masyarakat yang
mendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) dari sistem hukum atau
kebijakan yang diberlakukan SJSN.

Untuk memperkuat analisis Yuridis Normatif dilakukan studi
kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan,® yaitu
dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan SJSN,
serta Hukum Perburuhan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kenneth D.
Bailey (terjemahan secara bebas) bahwa Dokumen adalah bahan-bahan
yang berisi informasi Tentang fenomena yang akan diteliti. Dokumen
terdiri 2 golongan yaitu Dokumen Primer yang ditulis oleh orang yang
mengalami kejadian atau perilaku tertentu, dan Dokumen Sekunder yang
ditulis oleh orang yang tidak hadir di tempat kejadian tetapi mendapatkan
informasi yang diperlukan, dengan cara membaca Dokumen Primer. Selain
itu ada juga golongan Dokumen lainnya yang merupakan bahan hukum,
baik Primer, Sekunder, maupun Tertier.

Hasil analisis ini diharapkan dapat mengungkap berbagai macam
kendala dan hambatan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai payung

atas peraturan Tentang Jaminan Sosial.

F. Jangka Waktu Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan tim dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dari
Maret 2011 sampai dengan Agustus 2011, dengan susunan jadwal kegiatan

adalah sebagai berikut :

8 Kenneth D. Bailey, Methods of Social Research, Edisi I, (London: Mac Milan Publisher, 1982),
hal.310-329.
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BAB II

TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

A. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Jaminan sosial (social security) merupakan bagian dari konsep
perlindungan sosial (social protection), dimana perlindungan sosial
sifatnya lebih luas. Perbedaan keduanya adalah bahwa jaminan sosial
memberikan perlindungan sosial bagi individu dengan dana yang diperoleh
dari iuran berkala, sedangkan perlindungan sosial biasanya melibatkan
banyak pihak dalam memberikan perlindungan baik kepada individu,
keluarga atau komunitas dari berbagai risiko kehidupan yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya seperti krisis ekonomi, atau bencana alam. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat BAPPENAS yang telah mengadakan
Kajian awal Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan dalam
kajian tersebut dikemukakan pendapat bahwa jaminan sosial mencakup dua
hal yaitu (a) Asuransi Sosial (social insurance) dan (b) Bantuan Sosial
(Social Assistance).” Asuransi sosial mempunyai konsep sebagaimana
asuransi pada umumnya, dimana pembayaran premi menjadi tanggungan
bersama antara pemberi kerja (yaitu pemerintah atau pengusaha) dan
pekerja (Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI/POLRI atau pegawai swasta)
oleh karena adanya hubungan kerja. Menurut Undang-undang Nomor 40
Tahun 2004 Tentang SJSN, definisi Asuransi Sosial adalah sebagaimana
yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu suatu mekanisme pengumpulan

dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan

° Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Sistim Perlindungan dan Jaminan Sosial (Suatu
Kajian awal), 2002.



perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau
anggota keluarganya. Sedangkan bantuan sosial, berupa “bantuan” dalam

berbagai bentuk, uang, jasa maupun barang dengan tujuan sosial.

Pengertian lain dikemukakan oleh Agusmindah, bahwa jaminan
sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang berkaitan
dengan penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya
termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang
menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, ini diistilahkan juga sebagai
perlindungan ekonomis.® Pengertian ini mencerminkan konsep asuransi
sosial yang ditujukan bagi pekerja di sektor formal dengan rumus yang
telah ditentukan yaitu berdasarkan partisipasi pekerja dan majikan yang
menyetorkan porsi iuran secara berkala yang penyelenggaraannya
dilakukan oleh PT JAMSOSTEK. Ahli lain yang mempertahankan konsep
asuransi sosial sebagai dasar teknik jaminan sosial adalah Vladimir Rys,
yang mengatakan bahwa jaminan sosial adalah seluruh rangkaian langkah
wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan
keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang
tidak terhindarkan, atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka
butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak."’ Serangkaian
langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi diri dan
keluarga dari suatu risiko ekonomi maupun fisiologi adalah dengan turut
serta pada asuransi sosial. Pendapat Rys sejalan dengan berkembangnya
pemikiran Tentang cara-cara menghadapi risiko ketidakstabilan
penghasilan manakala seseorang mengalami kecelakaan, sakit ataupun
ketika seseorang tidak lagi mempunyai kemampuan fisik karena usia tua

atau cacat phisik (risiko fisiologis) dan juga ketika seseorang tidak bekerja

10 Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori, hal:xi, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2010
n Rys, Vladimir, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, hal: 23, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2011
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(risiko sosial), padahal mereka harus tetap mempertahankan kehidupan
keluarganya. Untuk mengantisipasi risiko-risiko dimaksud, maka
diperlukan dana sehingga perlu diciptakan sumber keuangan, harus ada
pihak/lembaga yang melakukan pengelolaan dana tersebut serta perlu
dirumuskan program-program yang sesuai dengan setiap risiko sehingga
dapat mewujudkan cita-cita melindungi setiap warga negara untuk
mendapatkan taraf hidup yang layak. Tentang hal ini akan dibahas lebih

lanjut dalam sesi Pengelolaan Jaminan Sosial Nasional.

Jika dilihat dari sejarah perundang-undangan yang ada, pemikiran
Tentang konsep jaminan sosial sudah ada sejak Indonesia merdeka yang
dirumuskan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 (UUD
1945) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta Pasal 34 yang
menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Pasal 27 ayat (2) mencerminkan nuansa jaminan sosial yang bersifat
sektoral yaitu para pekerja formal baik pegawai negara maupun swasta,
sementara Pasal 34 menegaskan tanggungjawab pemerintah bagi warga

negara yang tidak mampu.

Jaminan sosial juga diakui secara universal dan dimuat dalam Pasal
22 dan Pasal 25 Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hak Asasi
Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102
Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan
perlindungan minimum kepada setiap pekerja. Indonesia telah ikut
meratifikasi ketentuan-ketentuan tersebut.  Sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam UUD 1945, Deklarasi HAM PBB dan Konvensi ILO,
maka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 menerbitkan Ketetapan MPR
Rl NomorX/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI

11



oleh Lembaga Tinggi Negara yang terkait dengan perlindungan dan
jaminan sosial, dengan memberikan tugas kepada Presiden RI untuk
membentuk suatu sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi
perlindungan sosial yang lebih komprehensif kepada rakyat Indonesia.
Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali
niatnya dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya
yaitu dengan memuat ketentuan Tentang jaminan sosial pada Pasal-Pasal
UUD 1945 yang telah beberapa kali diamandemen, yaitu pada Pasal 28
ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat” dan Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan
Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti amanat UUD
1945 adalah dengan membuat dan mengundangkan Undang-undang Nomor
40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Pasal 1
angka 1 mendefinisikan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan Pasal 1 ayat 2 mendefisinikan
Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan
program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
Selanjutnya, Subianto menjelaskan bahwa SJSN adalah sistem pemberian
jaminan kesejahteraan berlaku kepada semua warganegara dan sifatnya
adalah dasar (Basic).*> Definisi ini hendak menegaskan bahwa fasilitas
jaminan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara

tanpa terkecuali.

2 Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal: 277, Gibon Books, Jakarta, 2010
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Pendapat lainnya berasal dari Yaumil Ch Agoes Achir yang
mengatakan bahwa SJSN adalah program Pemerintah dan Masyarakat yang
bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial
agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju
terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.™
Oleh karena cakupannya luas, yaitu seluruh masyarakat Indonesia, maka
pendapat ini senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh BAPPENAS
bahwa jaminan sosial mempunyai dua (2) pendekatan yaitu (i) pendekatan
asuransi sosial atau compulsory social insurance dan (ii) bantuan sosial
(sosial assitance) baik dalam bentuk uang tunai maupun bentuk pelayanan

dari berbagai sumber pembiayaan.

Bahwa salah satu tujuan diberlakukannya jaminan sosial diberbagai
negara adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengantisipasi
terjadinya risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi di masyarakat,
sehingga seseorang harus tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya ketika ia
tidak mendapat penghasilan karena sakit, kecelakaan, mencapai hari tua,
terkena pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Menurut
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Jaminan Sosial mempunyai pengertian yang universal, sehingga jika
disimak lebih dalam, maka Jaminan Sosial merupakan suatu perlindungan
bagi seluruh rakyat dalam bentuk santunan baik berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang maupun
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang diakibatkan oleh

risiko-risiko sosial berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua

3 yaumil Ch. Agoes Achir, Jaminan Sosial Nasional Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th1, Nomor 7,
September 2002.
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dan meninggal dunia melalui mekanisme pengumpulan dana yang bersifat

wajib. ™

B. Pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam konteks SJSN, pengelolaan adalah proses pelaksanaan dan
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan
pencapaian tujuan. Termasuk dalam aktivitas pengelolaan adalah tindakan
untuk menentukan program-program, menentukan sumber keuangan dan
mengelola dana yang diperoleh, menentukan mekanisme pembayaran dan
pendistribusian dana, menetapkan target yang akan mendapat pembayaran,
dan siklus kegiatan tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah sistem
sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang SJSN. Dalam
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, perihal pengelolaan dana diatur
dalam Bab VII Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.

1. Lembaga Pengelola Jaminan Sosial.
Untuk mengelola dana jaminan sosial agar berjalan dengan

efektif, maka diperlukan lembaga pengelola yang kredibel. Pasal 47
ayat (1) Undang-Undang SJSN disebutkan bahwa Dana Jaminan Sosial
wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa badan
penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial. Sebelum diundangkannya
Undang-undang nomor 40 Tahun 2004, telah ada badan-badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang juga dinyatakan masih berlaku

sesuai dengan Pasal 5 ayat (3), yaitu:

 Tim Internal SISN PT Jamsostek (Persero), Kerangka Jaminan Sosial, “Menuju Implementasi SJSN yang
Ideal”
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d)

Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK).

Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (TASPEN).

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesa
(ASKES).

Disamping Pasal 5 ayat (3) tersebut diatas, mengenai eksistensi

badan penyelenggara jaminan sosial juga didukung oleh Pasal 52.

Namun demikian, untuk mengikuti dinamika perkembangan jaminan

sosial dalam mengembangkan cakupan kepesertaannya dan juga

program jaminan sosialnya, jika diperlukan maka undang-undang

memperbolenkan untuk membentuk badan penyelenggara baru

disamping empat (4) badan penyelenggara yang telah ada.

1.1. PT.JAMSOSTEK (Persero)

Dahulu bernama PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja
(ASTEK) dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 1990, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun
1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditetapkan sebagai
Badan Penyelenggara program jaminan asuransi sosial tenaga
kerja. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, PT ASTEK diubah namanya menjadi PT
JAMSOSTEK dan sekaligus ditetapkan sebagai Badan
Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. PT Jamsostek bertugas

mengelola program jaminan sosial yang ditujukan untuk
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1.2.

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan
kerja melalui program jaminan sosial berupa perlindungan bagi
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari

tua, dan meninggal dunia,

Ruang Lingkup program jaminan sosial tenaga kerja, meliputi:
§ Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK);

§ Jaminan Kematian (JKM);

§ Jaminan Hari Tua (JHT);dan

§ Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

PT. TASPEN (Persero)

Sebelum berubah status, PT TASPEN (Persero) semula
bernama PN Taspen, kemudian dengan adanya pemberlakuan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk
Perusahaan Negara, PN Taspen diubah menjadi Perum Taspen
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: KEP.749/MK/N//1l/  1970. Selanjutnya, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, badan hukum Perum

Taspen diubah menjadi PT Taspen (Persero).

PT TASPEN (persero) adalah perusahaan asuransi sosial
yang mengelola dua (2) macam program, yaitu Dana Pensiun dan
Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
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1.3.

Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1963 Tentang
Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1963 Tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri.
Pembentukan kedua program tersebut dilandasi oleh beberapa
peraturan, yaitu, Program Pensiun Pegawai Negeri ditetapkan
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1956 Tentang
Pembelanjaan Pensiun; Undang-undang Nomorll Tahun 1969
Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda; dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Selanjutnya, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil,
maka dilakukan proses penggabungan program kesejahteraan
pegawai negeri yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan

Dana Pensiun.
PT ASABRI (Persero)

Sebagaimana halnya PT TASPEN (Persero), pada awal
berdirinya PT ASABRI berbentuk Perum. Ketika itu PT ASABRI
berada di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) yang mewakili
Pemerintah selaku Pemegang Saham Negara dan juga sebagai
Pembina dan Pengawas Usaha Perasuransian. Kemudian
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001, dialihkan dari

Menteri Keuangan kepada Menteri Negara BUMN.

Program yang dikelola PT ASABRI adalah Usaha Asuransi

Sosial dan Pelaksana Pembayaran Pensiun bagi Anggota TNI,
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1.4.

POLRI dan PNS Kemhan / POLRI. Landasan hukum pendirian PT
ASABRI adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1971
Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan
Umum Asuransi ABRI. Kemudian dalam perkembangan
selanjutnya, mengingat upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas
perusahaan, maka pada Tahun 1991, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991, status Perum ASABRI diubah

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Sebagai pelaku usaha di bidang asuransi sosial, PT
ASABRI (Persero) menghimpun dana dari para peserta yang
berstatus sebagai Anggota TNI/Polri dan PNS/Dephan. Program
asuransi diselenggarakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1971
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 dan
diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991.
Disamping itu, PT ASABRI memiliki tugas tambahan sebagai
Penyelenggara Pelayanan Pembayaran Pensiun kepada pesertanya.
Pembayaran pensiun diselengarakan terhitung mulai tanggal 1
April 1989 berdasarkan Kepmenkeu Nomor 13/KMK.013/1989
tanggal 4 Januari 1989, Surat Keputusan Menhankam Nomor
Skep/140/1/1989 Tanggal 19 Januari 1989, dan Pengelolaan Dana
Pensiun Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor
Skep/1216/M/X/1999.

PT ASKES (Persero)

PT Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara

yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
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jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,
Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis

Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan

sebagai berikut:

Pada Tahun 1968, pemerintah Indonesia mengeluarkan
kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan
bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI)
beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan
Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), yang

dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.

Kemudian pada Tahun 1984, dengan maksud untuk lebih
meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984
Tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,
Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta
anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintan Nomor 23
Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi

Perusahaan Umum Husada Bhakti.

Selanjutnya pada Tahun 1991, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program
jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada

Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan
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beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan
diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan

usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Pada Tahun 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan
(PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan
keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi
untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen
lebih mandiri. Untuk dapat melakukan tugasnya secara
komprehensif sesuai kebutuhan yang ada pada masyarakat,
maka pada Tahun 2004, berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/X1/2004 PT Askes
(Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes
(Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan
serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sejarah panjang
PT Askes (Persero) belum usai karena pada Tahun 2008,
Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero)
berdasarkan ~ Surat Menteri  Kesehatan Rl  Nomor
112/Menkes/11/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan
Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi
tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan tatalaksana

organisasi dan manajemen.

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, pada tanggal 6 Oktober
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2008 PT Askes (Persero) mendirikan anak perusahan yang akan
mengelola Kepesertaan Askes Komersial, yaitu PT Asuransi
Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT
AJll, yang pada tanggal 20 Maret 2009 telah mendapatkan ijin
operasionalnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan
NomorKep-38/KM.10/2009.

2. Program Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 pada Pasal 18

menyebutkan bahwa SJISN mempunyai lima (5) jenis program yaitu:

2.1 Jaminan kesehatan.

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan
menganut prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas. Pengertian
prinsip asuransi sosial dalam kaitan dengan jaminan kesehatan
adalah (a) kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin,
yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko
tinggi dan rendah, (b) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak
selektif, (c) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan dan
(d) bersifat nirlaba. Sedangkan prinsip equitas adalah kesamaan
dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
peserta yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah

dibayarkan (Penjelasan Pasal 19 ayat 1).

- Peserta jaminan sosial adalah setiap orang yang telah membayar

ijuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Frasa ‘setiap
orang’ menunjukkan bahwa ia dapat sebagai pekerja formal

maupun informal atau setiap warga negara.
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- Tujuan diselenggarakannya jaminan kesehatan adalah untuk

menjamin agar para peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan.

Perlindungan/manfaat yang diberikan pada skema ini adalah
pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang
diperlukan, diantaranya adalah: pelayanan dan penyuluhan
kesehatan, imunisasi, pelayanan KB, rawat jalan, rawat inap,
pelayanan gawat darurat, termasuk cuci darah dan operasi

jantung.

2.2 Jaminan kecelakaan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional

dengan menganut prinsip asuransi sosial.

Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah
membayar iuran. Besarnya iuran adalah sebesar presentase
tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya
oleh pemberi kerja, dan besarannya berbeda-beda sesuai dengan
risiko lingkungan kerja. Jika peserta tidak menerima upah,
maka nominal iuran akan ditetapkan oleh Pemerintah secara

berkala.

Tujuan diselenggarakannya jaminan kecelakaan kerja adalah
untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan
kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja
mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat

kerja.
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- Perlindungan/manfaat yang diberikan pada skema ini berupa
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan
dapat juga berupa uang tunai jika terjadi cacat total tetap. Pada
kondisi cacat total tetap, peserta masih dapat menikmati
manfaat dimaksud. Akan tetapi apabila peserta meninggal

dunia maka manfaat akan diberikan kepada ahli warisnya.
2.3 Jaminan hari tua

- Jaminan hari tua dilaksanakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Sama dengan
prinsip asuransi sosial pada umumnya, mekanisme yang dianut
pada skema jaminan hari tua adalah dengan pembayaran iuran
antara pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan prinsip tabungan
wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan
hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil

pengembangannya.

Peserta jaminan hari tua adalah mereka yang telah membayar
juran. Besarnya iuran untuk peserta penerima upah ditetapkan
berdasarkan presentase tertentu dari upah/ penghasilan, dan ditanggung
bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Bagi peserta yang tidak
menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan

secara berkala oleh Pemerintah.

Tujuan diselenggarakannya jaminan hari tua adalah untuk
menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa

pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

Perlindungan/manfaat yang diberikan pada skema ini berupa

uang tunai dan dibayarkan secara sekaligus pada saat peserta memasuki
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usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dan atau jika peserta

meninggal dunia, maka manfaat akan diberikan kepada ahli warisnya.

3 Jaminan pensiun.
Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan

prinsip asuransi sosial, tabungan wajib dan manfaat pasti. Menurut
penjelasan Pasal 39 Undang- Undang SJSN, mekanisme jaminan pensiun
tetap menganut prinsip asuransi sosial, namun ketentuan ini memberi
kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun namun iurannya
tidak mencapai waktu yang ditentukan, diberlakukan sebagai tabungan
wajib, dan berikut hasil pengembangannya dibayarkan pada saat yang
bersangkutan berhenti bekerja. Sedangkan manfaat pasti menunjukkan
bahwa ada batasan minimum dan maksimum pada manfaat yang akan

diterima oleh peserta.

Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang telah membayar
iuran. Besarnya iuran bagi peserta ditentukan berdasarkan presentase
tertentu dari upah/penghasilan atau jumlah nominal tertentu yang

ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.

Jaminan Pensiun diselenggarakan dengan tujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta
kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun

atau mengalami cacat total tetap.

Manfaat Jaminan Pensiun berupa uang tunai dan dibayarkan
kepada peserta setiap bulan. Ada beberapa manfaat Jaminan Pensiun

menurut Undang-Undang SJSN yaitu:

1. Pensiun hari tua, akan diterima peserta setelah tiba waktu pensiun

sampai meninggal dunia.
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2. Pensiun cacat, akan diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau

akibat penyakit sampai meninggal dunia.

3. Pensiun janda/duda, akan diterima janda/duda ahli waris peserta

sampai meninggal dunia atau menikah lagi.

4. Pensiun anak, akan diterima anak sebagai ahli waris peserta hingga
mencapai usia 23 (duapuluh tiga) Tahun, sudah bekerja, atau sudah

menikah.

5. Pensiun orang tua, yang akan diterima orang tua yang menjadi ahli
waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai ketentuan

undang-undang.

Jaminan kematian.
Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional dengan

menganut prinsip asuransi sosial.

Tujuan diselenggarakannya Jaminan kematian adalah untuk
memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris dari

peserta yang meninggal dunia.

Peserta Jaminan kematian adalah setiap orang yang telah
membayar iuran. luran Jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.
Ketentuan Tentang besarnya iuran jaminan kematian adalah: bagi peserta
penerima upah, maka didasarkan pada presentase tertentu dari
upah/penghasilan. Sedangkan bagi peserta bukan penerima upah
ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu yang harus dibayar oleh
peserta. Tampaknya undang-undang SJISN memberikan perluasan bagi
peserta dalam jaminan kematian, karena Pasal 46 ayat (1) menyatakan
bahwa iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja, akan tetapi

pada ayat (2) dan ayat (3) ada pembedaan Tentang besaran iuran dari

25



peserta yang menunjukkan bahwa peserta jaminan kematian bukan hanya
mereka yang menerima upah, tetapi juga mereka yang tidak menerima

upah.

Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai, yang akan
dibayarkan paling lambat tiga (3) hari kerja setelah klaim diterima dan
disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi target dalam
jaminan kematian ini sudah jelas, yaitu para ahli waris peserta yang
meninggal dunia. Tidak seperti skema yang lainnya, bahwa untuk

mendapatkan jaminan kematian harus ada proses klaim terlebih dahulu.

. Pengawasan
Dalam setiap organisasi yang baik, fungsi pengawasan sangat

penting agar rencana berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang
diharapkan. Di dalam undang-undang SJSN, pengawasan diantaranya
diatur pada Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa Dewan Jaminan
Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program jaminan sosial. Selanjutnya, Pasal 51
menyatakan bahwa terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dewan Jaminan Sosial Nasional telah
terbentuk pada 24 September 2008 berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2008 Tentang Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial

Nasional.

Walaupun undang-undang SJSN telah diberlakukan sejak Tahun
2004, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional telah dibentuk sejak Tahun
2008, akan tetapi pengelolaan SJSN masih terkendala, diantaranya

disebabkan oleh belum dilaksanakan sejumlah aturan dalam undang-
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undang dimaksud, seperti pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 yang mensyaratkan
bahwa BPJS harus dibentuk dengan undang-undang. Menurut berbagai
sumber, Departemen Kesehatan telah mengajukan Rancangan Undang-
Undang (RUU) BPJS kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi
belum mendapat pengesahan. Agar pelaksanaan SJSN tidak terkendala
dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka
diperlukan perangkat hukum seperti undang-undang BPJS, yang
mewajibkan beberapa syarat penyelenggaraan SJSN, diantaranya adalah
badan penyelenggara tersebut menganut prinsip-prinsip yang dinyatakan
dalam Undang-Undang SJSN yaitu: bersifat nirlaba, wali amanah, gotong
royong, dan sebagainya. Oleh karena itu Dewan Jaminan Sosial Nasional
mengharapkan agar empat (4) badan penyelenggara yang ada pada saat
ini yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI dan PT Askes dapat
segera mengubah status mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang
dikemukakan dalam Undang-Undang SJSN. Pada status saat ini,
pengawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan program jaminan
sosial berada pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
sedangkan yang berkaitan dengan pengumpulan dana asuransi berada
pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan), kemudian agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal
pengelolaan keuangan, Kementerian Keuangan turut mengawasi yang
tindak lanjutnya dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai

auditor Negara.

Bahwa jika tiba waktunya nanti ke empat BPJS yang ada
sekarang telah menyesuaikan statusnya sebagaimana dikehendaki oleh
Undang-Undang SJSN, maka kewenangan untuk mengawasi lembaga

tersebut ada pada DJSN. Dewan Jaminan Sosial Nasional tersebut agar
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dapat melaksanakan fungsi kewenangan dan pengawasan dengan baik
wajib mempunyai kelengkapan sebagaimana instansi-instansi yang
melakukan tugas tersebut pada saat ini, seperti BUMN yang sudah sangat
paham karakteristik BUMN dan juga Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sudah mempunyai perangkat

lengkap dan memahami pengelolaan dana asuransi.

. Landasan Hukum Secara Kronologis Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan
Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara.

2. Undang-undang Dasar 1945, beserta Amandemennya.

3. Pasal 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right)
Tahun 1948 yang dikeluarkan oleh PBB, dinyatakan, bahwa “Setiap
warga negara mendapatkan hak atas jaminan sosial, yaitu

pengangguran, sakit, cacat, menjanda, maupun usia lanjut”.

4. Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952, mencantumkan standar
minimum jaminan sosial, yang meliputi: tunjangan hari tua, sakit,
cacat, kematian, penganguran, dan pelayanan medis.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Tentang Pemberian Pensiun,
Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Pasal 66 menetapkan bahwa BUMN dapat
menerima penugasan dari Pemerintah sebagai Public Service
Obligation (PSO). Dasar hukum bagi PT. Askes (Persero) dalam

melaksanakan setiap penugasan Pemerintah termasuk Program
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Jamkesmas, dan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum
(PIKMU).

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan

Pensiun Janda/Duda Pegawali.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Keuangan/

Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan
Bekas Wakil Presiden.

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/

Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi
Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan

Bekas Lembaga Tinggi Negara.

11.Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3467).

12.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

PT. JAMSOSTEK

Penyelenggaraan Program jaminan sosial tenaga kerja adalah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaran

program jaminan sosial tenaga kerja beserta perubahanya.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Daftar Jenis
Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

4. Permenakertrans Nomor: 12 Tahun 2007 Tentang petunjuk teknis
pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran, santunan dan
pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.

5. Permenakertrans Nomor 24 Tahun 2007 Tentang pedoman
penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang bekerja di luar
hubungan kerja (TK LHK).

6. SKB Mendagri, Men PU, Menakertrans.

PT ASKES

Dasar hukum utama operasional PT. Askes (Persero) adalah :

1.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun Sipil dan

TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Perubahan dan
Tambahan atas Keputusan Presiden Rl Nomor 56 Tahun 1974 Tentang
Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya
luran-luran yang dipungut Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan

Penerima Pensiun.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi dan luran
Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai

Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  474/Menkes/Per/\/1/2009
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/

Menkes/Per/\V/1/2008 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
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PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan
Masyarakat dan Rumah Sakit Vertikal.

. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan & Menteri Dalam Negeri Nomor

138/Menkes/PB/I1/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 Pedoman Tarif
Pelayanan Kesehatan Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota
Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah
Sakit Daerah.

PT TASPEN
Dasar hukum penyelenggaraan Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua

oleh PT TASPEN meliputi:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Tentang Pemberian Pensiun,

Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan

Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Keuangan/Administratif
Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil

Presiden.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/
Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas

Lembaga Tinggi Negara.
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan
Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta
Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan

kepada Bekas Anggota KNPI beserta jandanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Tunjangan
Penghargaan bagi bekas Ketua/Wakil Ketua Bekas Anggota DPA dan
BPK/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1965 serta Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan Administratif Menteri

Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai

Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 822/KMK.03/1986 Tentang

Penugasan Pembayaran Pensiun di Propinsi Bali, NTB, dan NTT.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 702/KMK.03/1987 Penugasan

Pembayaran Pensiun di Wilayah Sumatera.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 812/KMK.03/1988 Tentang

Penugasan Pembayaran Pensiun di Wilayah Jawa dan Madura.
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15.

16.

17.

18.

19.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 79/KMK.03/1990 Tentang
Penugasan Pembayaran Pensiun di Wilayah Seluruh Kalimantan,

Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-099 Tentang
Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan Dan
Asuransi  Pegawai Negeri Untuk Menyelenggarakan Pembayaran
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Propinsi Dati | Seluruh

Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-755 Tentang
Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan Dan
Asuransi  Pegawai Negeri Untuk Menyelenggarakan Pembayaran
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Propinsi Daerah Tingkat |

Seluruh Pulau Jawa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-841 Tentang
Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan Dan
Asuransi  Pegawai Negeri Untuk Menyelenggarakan Pembayaran
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Propinsi Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-1402 Tentang
Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan Dan
Asuransi  Pegawai Negeri Untuk Menyelenggarakan Pembayaran
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Propinsi — Propinsi Seluruh

Sumatera.
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PT ASABRI

A. Pengelolaan THT.

1.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3467).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik

Negara.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4439).

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 Tentang Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Rl Tahun
1991 Nomor 87).

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 Tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Lembaran Negara Rl Tahun 1991 Nomor 88).

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan Pada
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Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara.

10.Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Perubahan dan
Tambahan atas Keputusan Presiden Rl Nomor 56 Tahun 1974
Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan
Besarnya luran-luran yang dipungut Pegawai Negeri, Pejabat Negara

dan Penerima Pensiun.

11.Akta Notaris Nomor: 201 Tahun 1992 tanggal 30 Desember 1992
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C2-6500 HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 Juli 1993, dan
selanjutnya telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir dengan
Akta Notaris Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009, dihadapan

Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

B Pembayaran Pensiun.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Tentang Pemberian Pensiun,

Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela
(Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Rl Tahun 1966 Nomor 2811).

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Rl Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2906).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 Tentang Pemberian
Pensiun warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Yatim Piatu,
Militer Suka Rela.
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4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 13/KMK.03/1989
tanggal 4 Januari 1989 Tentang Penugasan Perum ASABRI untuk
Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Prajurit ABRI dan PNS
Dephankam dan ABRI.

5. Surat Keputusan Menhankam/ Pangab Nomor Skep/140/1/1989
tanggal 19 Januari 1989 Tentang Penyelenggaraan Pembayaran
Pensiun Prajurit ABRI dan PNS Dephankam dan ABRI oleh Perum
ASABRI.

6. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 130/PMK.02/2008 tanggal 10
September 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya
dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero).
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BAB Il
KONDISI FAKTUAL

A. PTJAMSOSTEK

a. Jenis Program Jaminan Sosial
PT Jamsostek (Persero), mengelola program jaminan sosial, yaitu *:
1) Jaminan Kesehatan,
2) Jaminan Kecelakaan Kerja,
3) Jaminan Hari Tua dan
4) Jaminan Kematian, bagi peserta tenaga kerja formal.

b. Jenis Program yang Dilaksanakan
Perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam
hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program
jaminan sosial berupa perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja,
sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
Ruang Lingkup program jaminan sosial tenaga kerja, meliputi:
§ Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK);

Jaminan Kematian (JKM);

§
§ Jaminan Hari Tua (JHT);dan
§ Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

5 Tim Internal PT JAMSOSTEK, BUMN Asuransi Sosial Menjawab Tantangan SJSN.hal.3.
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c. Kepesertaan (posisi 31 Desember 2009)
1 Akumulasi Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK).

Aktif Non Aktif Jumlah

Perusahaan | Tenaga Kerja | Perusahaan | Tenaga Kerja | Perusahaan | Tenaga Kerja

115.683 8.495.732 84.531 20.534.941 200.214 29.030.673

2 Akumulasi Kepesertaan Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK)

Perusahaan | Tenaga Kerja Tenaga Kerja Jih Tenaga Jumlah
Lajang (TK L) Keluarga (TK K) Kerja (TK) Tertanggung
(TTG)
41.398 695.309 1.176.113 1.871.422 4.402.525

3 Penambahan Peserta Program Khusus

Uraian Realisasi Target Realisasi %
2008 2009 2009
1. Jasa Kontruksi 3.627.721 | 3.769.388 5.167.848 142.45 | 137.10
2. Tenaga Kerja di luar 105.285 150.003 157.775 | 149.86 | 105.18
Hubungan Kerja) TKLHK
3. TK Perseorangan 21.167 50.335 45.043 212.80 89.49

d. Kontribusi Premi/ luran.
1. PT. Jamsostek memungut iuran dari pengusaha dan tenaga kerja
berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun
1993 Tentang penyelenggaran program jaminan sosial tenaga

kerja beserta perubahannya yang besarnya sebagai berikut'® :

1 Ibid.hal.5.
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Program

Premi / luran

Pengusaha Tenaga Jumlah

Kerja

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK)

0,24% - 1,74% - 0,24% - 1,74%

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK)

3,7% 2% 5,7%

3. Jaminan Kematian (JK)

0,3% - 0,3%

4. JPK (Dengan batasan Upah

Rp 1 juta)

Lajang = 3% - Lajang =3%

Keluarga = 6% Keluarga = 6%

Note :

JKK yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha

adalah sebagai berikut :

Kelompok |

Kelompok I

Kelompok Il

Kelompok IV

Kelompok V

0,24 % (terdapat 19 jenis usaha antara lain upah sebulan

untuk bidang industri, perdagangan, perbankan,

peternakan)

0,54 % dari upah sebulan (terdapat 29 jenis usaha antara

lain pertanian, pabrikan perfilman, jasa hiburan)

0,89 % dari upah sebulan (terdapat 99 jenis usaha antara

lain pelayaran, kehutanan industri  perusahaan

percetakan, Industri minyak nabati perusahaan air

perhotelan)

1,27 % dari upah sebulan (terdapat 13 jenis usaha antara

lain perusahaan angkutan darat, Pabrikan kendaraan)

1,74 % dari upah sebulan (terdapat 28 jenis usaha antara

lain  penebangan  pohon,  penagkapan  ikan,

pertambangan minyak mentah, pabrik bahan peledak)
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e. Manfaat
Manfaat yang diberikan PT Jamsostek terdiri dari *':
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari :

§ Biaya pengangkutan dan biaya pertolongan pertama pada

kecelakaan

§ Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama

dirumah sakit termasuk rawat jalan

§ Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan atau alat

ganti (prothese)

§ Santunan berupa uang yang meliputi : 1) santunan sementara
tidak mampu bekerja; 2) santunan cacat sebagian untuk
selama-lamanya, 3) santunan cacat total untuk selama-
lamanya baik fisik maupun mental; dan atau 4) santunan

kematian.

Besaran manfaat JKK adalah sebagai berikut:
§ Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke RS/ Rumah

tenaga kerja setinggi - tingginya :

- Rp. 400.000,- Untuk angkutan Darat
- Rp. 750.000,- Untuk angkuran Laut
- Rp. 1.500.000,- Untuk angkutan Udara

§ Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (SSTMB)
- 4 Bulan Pertama 100 % Upah
- 4 Bulan Kedua 75 % Upah
- Selanjutnya 50 % Upah

' Ibid.hal 6.
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§ Biaya perawatan di RS. Pemerintah setempat kelas 1 (satu)
dan pengobatan maksimal Rp. 12 Juta untuk satu kali

peristiwa kecelakaan.

§ Santunan cacat :

- Sebagian — Tetap : % Tabel x 80 bulan upah
- Kurang Fungsi : % kurang fungsi x % Tabel x 80
bulan upah

- Total Tetap Sekaligus : 70 % x 80 Bulan Upah.
- Santunan berkala : Rp 200.000 per bulan selama 24

bulan

§ Santunan Kematian :

- Maksimum : 60 % x 80 Bulan Upah,

- Biaya Pemakaman : Rp. 2.000.000,-

- Santunan berkala : Rp. 200.000/Bulan selama 24
bulan

§ Penggantian Biaya Pembelian
- Alat Bantu (ORTHOSE), misalnya : Kursi Roda
- Alat Ganti (PROTHESE), misalnya : Kaki palsu
- Maksimum sebesar harga yang ditetapkan oleh Pusat
Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan
ditambah 40 % harga tersebut

§ Biaya Rehabilitasi Medik Maksimum Rp 2.000.000

Jaminan Hari Tua (JHT) terdiri dari:

Sejumlah uang yang terdiri dari seluruh akumulasi iuran berserta

hasil pengembangannya :
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Merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan-

nya

Diberikan secara sekaligus atau berkala untuk saldo 3 juta ke

atas dan dilakukan paling lama 5 (lima) Tahun

Pemberian hasil pengembangan diatas rata-rata bunga

deposito Bank Pemerintah

Tahun Hasil Pengembangan Rata-rata bunga Deposito
+ Insentif JHT bank Pemerintah (bruto)
2007 9,5% 77%
2008 10,1 % 7,6 %
2009 10,6 % 71%

3. Jaminan Kematian (JKM)
§ Santunan Kematian : Rp 10.000.000,-
§ Uang Pemakaman :Rp 2.000.000,-
§ Santunan berkala :Rp 200.000,- selama 24 bulan

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

1)

Rawat jalan tingkat pertama, meliputi :

Bimbingan dan konsultasi kesehatan.
Pemeriksaan kehamilan, nifas dan ibu menyusui.
Keluarga berencana.

Imunisasi bayi, anak dan ibu hamil

Pemeriksaan dan pengobatan dokter umum
Pemeriksaan dan pengobatan dokter gigi
Pemeriksaan laboratorium sederhana

Tindakan medis sederhana
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2)

3)

4)

5)

Pemberian obat-obat dengan berpedoman kepada DOEN
plus atau generic.

Rujukan ke rawat tingkat lanjutan

Rawat jalan tingkat lanjutan, meliputi :

Pemeriksaan dan pengobatan dokter spesialis
Pemeriksaan penunjang diagnostic lanjutan
Pemberian obat-obatan DOEN plus atau generic

Tindakan khusus lainnya.

Rawat Inap, meliputi :

Pemeriksaan dokter

Tindakan medis

Penunjang diagnostic

Pemberian obat-obatan DOEN plus atau generic

Menginap dan makan

Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, meliputi

Pemeriksaan kehamilan oleh dokter dan bidan

Pertolongan persalinan oleh dokter umum atau bidan atau
dukun beranak yang diakui

Perawatan ibu dan anak

Pemberian obat-obatan DOEN plus atau generic
Menginap dan makan

Rujukan ke rumah sakit atau rumah sakit bersalin

Penunjang diagnostic, meliputi :

Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan radiologi
Pemeriksaan EEG, ECG, USG
CT. Scanning
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6)

7)

- Pemeriksaan diagnostic lanjutan

Pelayanan khusus, meliputi :
- Kacamata

- Prothese mata

- Prothese gigi

- Alat bantu dengar

- Prothese anggota gerak

Gawat darurat

- Pemeriksaan dan pengobatan

- Tindakan medic

- Pemberian obat-obatan DOEN plus dan generic

- Rawat inap

Pemberian pelayanan tersebut diatas mengandung prinsip :
- Medical need, manfaat dasar, kelas standar

- Hal-hal yang tidak dijamin

- Penetapan standar pelayanan kesehatan

- Standar obat-obatan

- Standar pentarifan, standar operasi

f. Pengorganisasian

1. Struktur Organisasi PT. Jamsostek terdiri dari :

§
§
§

§

21 kepala divisi/biro

8 kantor wilayah

121 kantor cabang yang tersebar diseluruh provinsi
Indonesia.

12 kantor unit pelayanan.

2. Jumlah karyawan per 31 Desember 2009 sebanyak 3079 orang.
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B. PT ASKES
a. Jenis Program Jaminan Sosial

PT Askes (Persero), mengelola program jaminan sosial, yaitu **:
1) Jaminan Kesehatan bagi PNS / pensiunan PNS,

2) pensiunan PNS TNI / Polri veteran dan perintis kemerdekaan

beserta anggota keluarganya dan masyarakat umum.

b. Jenis Program
§ Program Askes Sosial

§ Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/ JAMKESMAS
(Manajemen kepesertaan)

§ Program Jaminan Kesehatan Menteri dan pejabat eselon 1
(Jamkesmen)

§ Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Umum (PJKMU).

c. Kepesertaan

Sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, saat ini PT. Askes (Persero)
secara khusus mengelola program Jaminan Kesehatan dengan prinsip
asuransi sosial. Jumlah mayarakat yang dikelola sebagai peserta saat
ini sebanyak 95,2 juta jiwa atau sekitar 42,99% dari penduduk

Indonesia yang terdiri dari :

- Peserta Program Askes Sosial yang diselenggarakan bagi PNS,
Penerima Pensiun Sipil/TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan,

beserta anggota keluarganya. Kepesertaan program ini bersifat

8 Ibid.hal.3.
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d.

wajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991

dengan jumlah sebanyak 16,3 juta jiwa.

Peserta Program Jamkesmas Kementerian Kesehatan sebanyak
76.400.000 jiwa. Sejak Tahun 2008, PT. Askes (Persero)

menyelenggarakan manajemen kepesertaan saja.

Peserta Program Jaminan Kesehatan bagi Menteri dan pejabat
eselon satu beserta anggota keluarganya dengan jumlah peserta

sebanyak 2.000 orang.

Peserta Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Umum
(PIKMU) sebanyak 2,5 juta jiwa. Sejak Tahun 2007, PT. Askes
(Persero) secara proaktif melakukan perluasan cakupan
kepesertaan program kesehatan bagi masyarakat umum diluar
program Jamkesmas. Dengan mengacu pada Undang-Undang
BUMN Pasal 66 Tentang PSO, maka PT. Askes (Persero) dapat
menerima penugasan dari Pemerintah Propinsi Kabupaten dan
Kota dalam mengelola Jaminan Kesehatan bagi Masyarakatnya
yang dibiayai melalui APBD. Upaya ini juga menjadi peluang bagi
PT. Askes (Persero) untuk memulai langkah dalam memperluas
cakupan kepesertaan menuju tercapainya universal coverage.
Jumlah peserta PJKMU sampai dengan Pebruari 2010 sebanyak 2,5
juta jiwa yang berasal dari 138 kabupaten/Kota.

luran

Adalah pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta sebesar 2%
(PNS, Pensiunan PNS, TNI-POLRI, Veteran dan Perintis
Kemerdekaan, beserta keluarganya dan pegawai tidak tetap) dan

luran Pemerintah selaku pemberi kerja untuk Pegawai Negeri Sipil

46



sebesar 2%, dan subsidi katastropik (sebesar Rp 130 milyar pada
Tahun 2009).

Untuk program JAMKESMAS dan JAMKESMEN iuran diperoleh
dari Pemerintah Pusat, sedangkan untuk program PJKMU iuran

diperoleh dari Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota.

Paket Manfaat

Manfaat yang menjadi hak peserta adalah pelayanan kesehatan yang
komprehensif menyeluruh sesuai dengan kebutuhan medis. Secara
rinci manfaat bagi peserta yang tercakup dalam program adalah

meliputi :

1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

2) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

3) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL)

4) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) termasuk
persalinan

5) Pelayanan canggih: CT Scan, MRI, dan sebagainya

6) Pelayanan lain ; pelayanan obat, pelayanan darah, Alkes dan
sebagainya

7) Pelayanan khusus: Hemodialisa

Manfaat tersebut diberikan kepada peserta sesuai ketentuan yang ada

serta harus mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Pengorganisasian
1. Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (JPPK)

Seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah menjadi Pemberi

Pelayanan Kesehatan (provider) bagi peserta. Pemilihan Pemberi
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Pelayanan Kesehatan (provider), terutama untuk provider swasta,

dilakukan melalui proses penilaian (kredensialing dan

rekredensialing), yang dilakukan sesuai dengan jenis dan tingkat

fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Sampai dengan akhir Desember 2009, jumlah fasilitas Pemberi

Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bekerjasama dengan PT Askes

(Persero) dan melayani peserta sebagai berikut :

Jenis Layanan Jumlah Jenis Layanan Jumlah
Kesehatan Kesehatan

Puskesmas 7.874 RS Jiwa 31

Dokter Keluarga 1.333 RS TNI/POLRI 129

RS Pemerintah : RS Swasta 186

Kelas A 8 Apotek 919

Kelas B 87 Optikal 659

Kelas C 266 PPHK Jantung 15

Kelas D 69 PPHK Dialisis 96

RS Khusus 32

2. Sumber Daya
NO JENIS KEDUDUKAN

1 Kantor Pusat Jakarta

2| Kantor Regional di 12 (dua belas) Ibukota Propinsi
membawahi beberapa propinsi

3 | Kantor Cabang di 91 (sembilan puluh satu) Kota/Kabupaten
membawahi beberapa Kota/Kabupaten

4 Kantor Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/kota

5 Askes Center di seluruh Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang

bekerjasama dengan Askes

Jumlah karyawan sebanyak 3.538 yang terdiri dari 2.526 pegawai tetap dan 1.012
pegawai tidak tetap.
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C. PT.
a.

TASPEN
Jenis Program Jaminan Sosial
PT Taspen (Persero), mengelola program jaminan sosial, yaitu *°:

1) Jaminan Hari Tua/ THT,
2) Program Pensiun,

3) Asuransi Kematian, bagi peserta PNS diluar PNS TNI/Polri dan
Kementerian Pertahanan dikelola oleh PT ASABRI (Persero) dan

pejabat negara serta Pejuang Kemerdekaan dan Veteran.

b. Jenis Program yang dilaksanakan :

1.

Program Tabungan Hari Tua (THT)

Program THT adalah Program Asuransi Sosial yang terdiri dari
Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah
dengan Asuransi Kematian. Dwiguna artinya dua kegunaan, yaitu
memberikan jaminan keuangan bagi peserta yang berhenti dengan
hak pensiun ataupun jaminan keuangan bagi ahli warisnya, apabila

peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

Peserta Program THT adalah PNS, Pejabat Negara dan Pegawai
BUMN (eks ICW/IBW), kecuali PNS dilingkungan Departemen
Pertahanan. Kepesertaan dimulai sejak yang bersangkutan diangkat
menjadi calon pegawai atau sejak diangkat sebagai Pejabat Negara
sampai dengan berhenti karena sebab-sebab yaitu: Pensiun,

meninggal dunia dan keluar.

Program SJSN adalah program jaminan sosial yang bersifat dasar,
sedangkan program THT dan Pensiun PNS adalah program

jaminan yang dibentuk oleh pemberi kerja (dalam hal ini

* Ibid.hal.3.
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Pemerintah) untuk pekerjanya yaitu PNS. Jadi Program THT dan

Program Pensiun PNS posisinya adalah on top.

Program Pensiun
Program Pensiun adalah suatu program yang dimaksudkan untuk

memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai
penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada Negara
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1969 Tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan

Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dalam
penjelasannya menyatakan : “Pensiun adalah jaminan hari tua dan
sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-
tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah
menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari
tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta
dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah.
Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga
adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan
sumbangannya kepada Pegawai Negeri. luran pensiun Pegawai
Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola
oleh badan asuransi sosial.” Dalam Undang-Undang tersebut
dinyatakan secara tegas bahwa pensiun merupakan jaminan hari
tua dan sebagai balas jasa dari pemerintah kepada pegawai negeri
yang telah mengabdikan dirinya kepada pemerintah. Untuk
menyelenggarakan program pensiun dibentuk asuransi sosial untuk
mengelola iuran pegawai negeri dan sumbangan iuran dari

pemerintah.
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Dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969
menyatakan : “ a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang
terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal
dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan
suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 secara tegas
mengamanatkan untuk membentuk Dana Pensiun bagi pegawai

negeri sipil.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
1981 pengertian Asuransi Sosial mendefinisikan “Asuransi sosial
Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun dan Tabungan Hari
Tua”. Apabila dikaji bahwa Peraturan Pemerintah tersebut jelas
mengatur mengenai Dana Pensiun, disamping itu dalam dasar
hukumnya disebutkan secara jelas salah satunya adalah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1969. Apabila dilihat dari filosofi
pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya mengatur
Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1969. Namun demikian dalam Peraturan
Pemerintan Nomor 25 Tahun 1981 tidak memberikan definisi
mengenai Dana Pensiun, sehingga sering disalah-tafsirkan Dana
Pensiun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1969 belum terbentuk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mengatur mengenai
persyaratan untuk mendapatkan pensiun, besar pensiun, pegawai
dan keluarganya yang berhak mendapatkan pensiun, berakhirnya

pensiun.
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Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 menyatakan : “Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua,
asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan
bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.” Program pensiun dan
tabungan hari tua menurut undang-undang tersebut merupakan
program yang dibentuk oleh pemerintah selaku pemberi kerja

dalam upaya untuk mensejahterakan pegawai negeri.

Dalam Bab V Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
mengatur mengenai sumbangan pemerintah untuk program
pensiun. Menurut ketentuan dalam Pasal 7 Pemerintah Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1981, Pemerintah harus menanggung beban-

beban sebagai berikut :

a) Pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun PNS yang

besarnya akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden;

b) Pembayaran pensiun dari seluruh penerima pensiun yang telah

ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

c) Bagian dari pembayaran pensiun bagi penerima pensiun yang

belum memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan.

Ketentuan tersebut di atas ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh

Pemerintah karena :

- Pemerintah tidak membayarkan iuran pensiun untuk Pegawai
Negeri Sipil;
- Pembayaran pensiun yang telah ada sejak diundangkannya

Peraturan Pemerintah tersebut tidak sepenuhnya ditanggung
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olen Pemerintah, akan tetapi ada sharing dari iuran yang
terkumpul dari PNS.

Dari ketentuan tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa seharusnya
mulai ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
Pemerintah telah melakukan pembayaran pensiun dengan biaya
sepenuhnya dari APBN bagi pegawai negeri sipil sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981,
sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat setelah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dibayarkan dengan
menggunakan dana pensiun. Apabila ada bagian dari pembayaran
pensiun bagi penerima pensiun yang belum memenuhi masa iuran
yang telah ditetapkan iurannya menjadi beban Pemerintah. Namun
hal tersebut tidak dilaksanakan dan menafsirkan bahwa dana
pensiun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1969 belum terbentuk.

c. Kepesertaan

Peserta program yang dikelola oleh PT TASPEN (PERSERO) terdiri

dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom;

3. Pejabat Negara;

4. Penerima Pensiun TNI/POLRI (yang dipensiunkan sebelum 1
April 1989);

Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia;

o

6. Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
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Jumlah peserta aktif pegawai negeri sipil dan pejabat negara per
31 Desember 2009 sebesar 4.291.531 orang.

Jumlah peserta pasif atau pensiunan/penerima tunjangan per 31
Desember 2009 sebesar 2.138.671 orang.

Kontribusi Premi/luran
luran berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

1981 ditetapkan sebesar 8% dari penghasilan sebulan tanpa

tunjangan pangan. luran tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
§8 4% % (empat tiga perempat persen) untuk pensiun;
§ 3 Y % (tiga seperempat persen) untuk Tabungan Hari Tua.

Ketentuan iuran tersebut sampai saat ini digunakan sebagai pedoman
Pemerintah maupun PT TASPEN (PERSERO) dalam memungut

iuran pensiun dan Tabungan Hari Tua.

§ Pemupukan dana iuran pensiun telah dilakukan oleh Pemerintah
dengan jumlah iuran sebesar 4,75% x penghasilan. Jumlah dana
yang telah dipupuk sampai dengan 2009 (inhouse) sebesar Rp
20,498 triliun.

§ Pemupukan dana iuran THT telah dilakukan oleh Taspen sejak
Tahun 1963 dengan jumlah iuran sebesar 3,25% x penghasilan.
Sampai dengan 2009 (inhouse) pemupukan dana untuk Pogram
THT telah mencapai Rp 37,064 triliun. Kontribusi premi / iuran
untuk proram THT tersebut merupakan kontribusi peserta, dan

belum ada kontribusi dari Pemerintah selaku pemberi kerja.

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
dinyatakan bahwa “Dalam hal Perusahaan Perseroan (Persero)

tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajiban-
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kewajibannya terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,
maka Negara bertanggungjawab penuh untuk itu”. Dalam
pelaksanaannya sering terjadi perbedaan penafsiran, ada yang
menafsirkan Negara atau Pemerintah seharusnya menanggung dana
apabila Persero yang ditugaskan tidak mampu membayarkan
manfaat sesuai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan, akan tetapi ada yang menafsirkan Negara atau
Pemerintah hanya menanggung apabila Persero yang diberikan tugas

tersebut benar-benar tidak mampu untuk membayarkan manfaatnya.

Manfaat
1. Program Pensiun

Pola pembiayaan pensiun terdiri dari:

§ Pay As You Go (seluruh beban pembayaran pensiun menjadi
beban APBN);

§ Fully Funded (seluruh beban ada pada Dana Pensiun).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 manfaat
program pensiun dibayarkan dengan menggunakan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2008 pembayaran
pensiun sebagian dilakukan dengan menggunakan dana
potongan iuran pegawai negeri sipil. Mulai Tahun 2009

seluruhnya dibayarkan menggunakan dana dari APBN.
Yang berhak menerima Manfaat pensiun adalah:

1) Peserta (pensiun untuk diri sendiri) atau;
2) Janda/Duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima

pensiun, atau;
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3) Yatim-Piatu dari peserta, dan yatim-piatu dari penerima
pensiun, atau;
4) Orang tua dari peserta yang tewas dan tidak meninggalkan

janda/duda/anak yatim-piatu yang berhak menerima pensiun.

Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1969 dibangun dengan scheme Manfaat Pasti.
Besarnya manfaat pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil
ditentukan oleh jumlah masa kerja yang dimiliki yang
bersangkutan. Koefisien manfaat untuk setiap 1 (satu) Tahun
masa kerja adalah 2,5% dari dasar pensiun (Gaji Pokok
Terakhir), dimana nilai manfaat pensiun minimal 40% dan
maksimal 75% dari dasar pensiun (Gaji Pokok Terakhir).
Sedangkan untuk Pejabat Negara setiap 1 (satu) bulan masa
jabatan adalah 1% dari Gaji Pokok (dasar pensiun) dimana nilai
manfaat pensiun minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar
pensiun (Gaji Pokok), kecuali untuk Presiden dan Wakil

Presiden besarnya sama dengan gaji pokok.

Secara historis, penyelenggaraan Program Pensiun sebelumnya
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen
Keuangan. Sejak Tahun 1987 Pemerintah secara bertahap
mengalihkan tugas penyelenggara pembayaran pensiun kepada
PT TASPEN.

Yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
adalah peserta, janda/duda dari peserta atau penerima pensiun,

Yatim Piatu dari Peserta atau Penerima Pensiun, Orang Tua dari
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Peserta yang Tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak

yatim piatu yang berhak menerima pensiun.

Program Tabungan Hari Tua

Yang berhak mendapatkan Tabungan Hari Tua menurut Pasal
10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 adalah
peserta pada saat pensiun atau berhenti sebelum pensiun,
Isteri/Suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal

peserta meninggal dunia.

Jenis manfaat yang diberikan kepada setiap peserta program

Tabungan Hari Tua adalah sebagai berikut:

1) Manfaat asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti
dengan hak pensiun dan / atau meninggal dunia dalam masa

aktif; atau

2) Manfaat nilai tunai asuransi dibayarkan kepada peserta yang

berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia;

3) Manfaat Asuransi Kematian (Askem) dibayarkan kepada
peserta, isteri/ suami / anak yang meninggal dunia pada masa

aktif atau selama menjalani masa pensiun.

Besarnya manfaat yang diberikan kepada PNS adalah:

§ Sampai dengan akhir Desember 2000 besarnya manfaat yang
diberikan kepada PNS didasarkan atas Formula manfaat
sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor
45/KMK.013/1992 tanggal 14 Januari 1992 yaitu 0,55 X

Masa luran(MI) x Penghasilan
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§ Sejak 1 Januari 2001 dengan adanya konversi TPP menjadi
Gaji Pokok dan sementara menunggu penetapan rumus
manfaat dari Menteri Keuangan RI, besarnya manfaat yang

diberikan dihitung dengan formula modifikasi yaitu:

(0,55 x Masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan berhenti
x Penghasilan Desember 2000)
+
(0,55 x Masa iuran sejak Januari 2001 sampai dengan berhenti
x Selisih penghasilan saat berhenti dengan penghasilan pada akhir
Desember 2000)

Sementara, pada tanggal 19 November 2002 telah ditetapkan
melalui  Surat Keputusan Menteri  Keuangan RI
Nomor478/KMK.06/2002 tanggal 19 November 2002
Tentang besarnya manfaat THT yang baru dengan formula

modifikasi, yaitu:

(0,60 x Masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan
berhenti x Penghasilan Desember 2000)
+
(0,60 x Masa iuran sejak Januari 2001 sampai dengan berhenti
x Selisih penghasilan saat berhenti dengan penghasilan pada
akhir Desember 2000)

Pengelolaan program Tabungan Hari Tua dan program
Pensiun bagi PNS didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang sampai saat ini tidak pernah dicabut oleh
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (masih berlaku).

Apabila akan diterapkan perlakuan yang berbeda antara PNS
lama dengan PNS baru dimana PNS lama tetap dengan

program seperti yang sekarang sedangkan PNS baru dengan
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program SJSN maka akan terjadi perbedaan yang mencolok
hak THT dan Pensiunnya. PNS lama akan menerima
manfaat yang jauh lebih besar dibanding dengan PNS yang
mengikuti program SJSN. Kondisi tersebut akan menjadi
potensi problem konflik internal di kalangan PNS serta dapat

kerawanan sosial yang berskala nasional.

Akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam pendanaan
sebagai akibat tidak adanya peserta baru yang berarti tidak
ada penambahan iuran sedangkan kewajiban atau manfaat

yang harus dibayar masih besar sampai habisnya PNS.

Program Jaminan Sosial Nasional tidak mengakomodir
semua program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 vyaitu tidak ada Tabungan Perumahan dan Asuransi

Pendidikan Anak Pegawai Negeri Sipil.

Pengorganisasian (jumlah karyawan, Kantor Cabang)

Jumlah karyawan PT Taspen per 31 Desember 2009 adalah

sebanyak 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) orang.

Jumlah kantor cabang sebanyak 45 yang terdiri dari 6 Kantor

Cabang Utama dan 39 Kantor Cabang, yang berada di Kota Propinsi

dan Kota Madya/ Kabupaten. Dalam upaya untuk meningkatkan

mutu pelayanan kepada peserta dan penerima pensiun, PT Taspen

bekerjasama dengan Bank dan Kantor Pos. PT Taspen mempunyai

10.293 titik pelayanan di seluruh Indonesia.
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C. PT ASABRI

a. Jenis Program Jaminan Sosial.
PT ASABRI (Persero), mengelola program jaminan sosial, yaitu %
1) Tunjangan Hari Tua (THT),
2) Program Pensiun,

3) Asuransi Kematian, bagi peserta TNI/ Polri dan PNS di

lingkungan TNI/ Polri dan Kementerian Pertahanan,

4) santunan cacat.

b. Jenis Program

PT ASABRI selaku BUMN dalam bidang Asuransi/ Jaminan Sosial
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

menyelenggarakan program sebagai berikut:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)
§ Santunan Asuransi (SA).
§ Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA).

2. Jaminan Kematian (JK)

§ Santunan Risiko Kematian (SRK).
Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK).
Santunan Biaya Pemakaman (SBP).

Santunan Biaya Pemakaman Isteri/ Suami (SBPI/S)

w W W W

Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA).

3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
§ Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD)
§ Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD)

% Ibid.ha.3.
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4. Jaminan Pensiun (JP).

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (dari

APBN)
c. Kepesertaan.
Peserta ASABRI terdiri dari Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS
Kemhan/ Polri dengan kepesertaan bersifat wajib.
Jumlah Peserta : :
NO UNIT AKTIF PENSIUN JUMLAH
ORGANISASI
1 | DEPHAN 5.526 1.164 6.690
2 | MABES TNI 12.737 2.195 14.932
3 | TNIAD 323.125 154.687 477.812
4 | TNIAL 71.609 41.139 112.748
5 | TNIAU 35.297 22.296 57.593
6 | POLRI 383.312 69.071 452.383
JUMLAH 831.606 290.552 1.122.158

Kontribusi Premi / iuran.
Berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 56 Tahun 1975 yang

diperbarui dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 8 Tahun 1977
setiap prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/ Polri dipotong
dari penghasilan setiap bulan (Gaji Pokok + Tunjangan Istri +

Tunjangan Anak) sebesar :
§ 4,75% untuk program Pensiun.
§ 3,25% untuk program Tabungan Hari Tua (THT).

Sampai dengan saat ini iuran untuk program JHT tersebut
seluruhnya merupakan kontribusi peserta, dan belum ada

kontribusi dari pemberi kerja.
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Manfaat
1. Manfaat Santunan Asuransi (SA) :

diberikan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun
atau Tunjangan Bersifat Pensiun.

2. Manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA) :
diberikan kepada Peserta yang diberhentikan tanpa hak Pensiun
atau Tunjangan Bersifat Pensiun dan ahli waris dari Peserta yang
meninggal dunia dalam status dinas aktif.

3. Manfaat Santunan Risiko Kematian (SRK) :
diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang meninggal dunia
dalam status dinas aktif.

4. Manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) :
diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang gugur atau tewas
yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI atau
Kapolri.

5. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP) :
diberikan kepada ahli waris dari peserta pensiunan Yyang
meninggal dunia.

6. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami (SBPI/S) :

diberikan kepada ahli waris dari Istri/ Suami peserta aktif /
pensiunan yang meninggal dunia yang terkait dengan potongan

iuran tabungan hari tua.
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7. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA) :

diberikan kepada ahli waris dari anak peserta aktif / pensiunan
yang meninggal dunia yang terkait dengan iuran tabungan hari

tua.

8. Manfaat Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD) :

diberikan hanya satu kali kepada Peserta penyandang cacat
jasmani dan/atau rohani sesuai dengan tingkat dan golongan
cacatnya yang terjadi pada masa kedinasan dalam tugas operasi
yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI atau

Kapolri.
9. Manfaat Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD) :

diberikan hanya satu kali kepada Peserta penyandang cacat
jasmani dan / atau rohani yang terjadi pada masa kedinasan diluar
tugas operasi sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya yang
ditetapkan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI atau

Kapolri.
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Besar Manfaat :

NO MANFAAT SANTUNAN BESAR MANFAAT

1 SA (0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x M2 x P2)

2 SNTA FNT x [(0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x P2)]

3 SRK Perwira/ PNS Gol. Ill dan IV : 7 x P2
Bintara/ PNS Gol. Il : 8 x P2
Tamtama/ PNS Gol. I : 9 x P2

4 SRKK Rp 70.000.000,00

SCKD 1) Cacat Berat (Tk. Ill Gol. C) = Rp 35.000.000,00

2) Cacat Sedang (Tk. II Gol. C) = Rp 30.000.000,00
3) Cacat Ringan (Tk. | Gol. C) = Rp 25.000.000,00
4) Cacat Berat (Tk. Il Gol. B) = Rp 22.500.000,00
5) Cacat Sedang (Tk. Il Gol. B) = Rp 20.000.000,00
6) Cacat Ringan (Tk. | Gol. b) = Rp 17.500.000,00

6 SCBKD 1) Cacat Berat (Tk. Il Gol. A) = Rp 20.000.000,00
2) Cacat Sedang (Tk. I Gol. A) = Rp 17.500.000,00
3) Cacat Ringan (Tk. | Gol. A) = Rp 15.000.000,00

7 SBP Rp 3.000.000,00

8 SBPI/S Rp 2.500.000,00

9 SBPA Rp 2.000.000,00

f.  Pengorganisasian.
1. Kantor Pusat.

Jumlah Karyawan Kantor Pusat adalah 342 orang, terdiri dari 3

Direktorat, yaitu Direktorat SDM dan Umum, Operasi dan

Keuangan.

2. Kantor Cabang.

Jumlah karyawan kantor cabang adalah 197 orang yang

mengawaki 12 Kantor Cabang meliputi Medan, Palembang,

Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar,

Jayapura, Denpasar, Ambon, dan Banda Aceh.

64



E. SKEMA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL

1. Dasar Bantuan Sosial

Masalah jaminan sosial mulai mendapatkan perhatian
masyarakat setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan adanya norma Pasal
28H ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452
Kemudian menjadi lebih populer sejak pembahasan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional®.

Masalah jaminan sosial sebenarnya sudah menjadi perhatian
dari para founding fathers sejak mempersiapkan naskah Undang-
Undang Dasar 1945. Hal ini terlihat pada saat pidato Muhamad Yamin
mengenai dicantumkannya Pasal mengenai kesejahteraan di dalam
konstitusi. Berikut pernyataan Muhamad Yamin:

“... Kita hendaklah menjamin dalam konstitusi kita perbaikan-
perbaikan untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu
hendaklah di dalam hukum dasar itu diterangkan dalam satu Pasal
yaitu yang berhubungan dengan kesejahteraan, kesejahteraan rohani,

kesejahteraan kebendaan dan ekonomi. Maka di dalam konstitusi yang

?Selengkapnya bunyi Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945:
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat. **)
Selengkapnya bunyi Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945:
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak. ****)
(4) Ketentun lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang—Undang
Nomor 40 Tahun 2004, LN Nomor 150 Tahun 2004, TLN Nomor 4456.
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tua-tua sampai kepada perjanjian Versailles, tidaklah pernah konstitusi
itu berisi jaminan-jaminan atau janji-janji orang yang berkuasa kepada
rakyat jelata. Tetapi, konstitusi yang baru, misalnya Konstitusi
Tiongkok, Kuomintang dan Konstitusi Republik Filipina, Konstitusi
Weimar, dan Konstitusi Ruslan (1936), yang semuanya menjadi
konstitusi yang paling akhir dalam sejarah, semuanya berisi paragraf
kesejahteraan sebagai kewajiban dari kemauan negara untuk
mementingkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pasal
kesejahteraan hendaklah masuk dalam konstitusi, supaya kita dapat
menjamin, sebagai syarat dari pada dasar yang lima, seperti tersebut
dalam ‘Jakarta Charter’. Kita tidak hanya menjamin kesejahteraan,
tetapi juga seperti segala konstitusi dari abad ke-18 sampai sekarang,
haruslah kita menjamin hak rakyat sebagai manusia yang merdeka,
dan keharusan ini tidak perlu saya terangkan lebih lanjut, karena
segala konstitusi berisi hal yang baru itu. Kita telah lepas dari pada
sifat penjajahan, yang tidak mengenal hak rakyat dan hak
kemerdekaan diri. Selekasnya rakyat yang mendengarkan isi atau
membaca konstitusi itu hendaklah merasa masuk kedalam negara baru
dan negara merdeka.”?

Sejak merdeka lebih dari enam puluh Tahun yang lalu,
Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa penting dalam bidang
kenegaraan. Pergolakan masyarakat di daerah, peralihan pemegang
kekuasaan pemerintah, hingga pergantian hukum dasar negara menjadi
bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah negara ini sejak awal

terbentuknya hingga Tahun 2004 lalu.

ZMuhamad Yamin, “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Djakarta: Penerbit Jajasan
Prapanjta, 1959), hal 239-240.

66



Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara®® disebutkan bahwa urusan
sosial masuk dalam urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dilanjutkan dengan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa
“Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu kementerian
tersendiri. Pernyataan Pasal 6 tersebut menegaskan adanya
kemungkinan bahwa Kementerian Sosial yang notabene menanangani
urusan pemerintahan di bidang sosial dapat kembali di likuidasi dan
digabungkan dengan kementerian yang lain.

Menurut Edi Suharto, merujuk pada struktur pemerintahan di
Indonesia, lembaga atau kementerian yang berperan menjalankan
pembangunan  kesehatan  adalah  Kementerian  Kesehatan,
pembangunan pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Nasional,
pembangunan agama adalah Kementerian Agama, dan pembangunan
kesejahteraan adalah Kementerian Sosial. Ketiga kementerian tersebut
berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat. Karena sejatinya Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat ini menjalankan Pembangunan Sosial, maka sesungguhnya
lebih tepat jika diberi nama Kementerian Sosial. Sedangkan
Kementerian Sosial lebih tepat jika diberi nama Kementerian
Kesejahteraan karena fungsinya lebih terfokus pada urusan

kesejahteraan sebagai bagian dari pembangunan sosial (social

*Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008, LN Nomor 166 Tahun 2008, TLN Nomor 4916.
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development) yang secara konseptual memang lebih luas dari konsep
kesejahteraan (welfare).?

Berbicara masalah sosial, diantaranya kita akan membicarakan
masalah jaminan sosial. Pasal 28H ayat (3) menyebutkan bahwa
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia Yyang
bermartabat”. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera
Republik  Indonesia  Tahun 1945 menyebutkan  “Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuali
dengan martabat kemanusiaan.”?

Pelaksanaan kedua Pasal tersebut sekaligus dapat memenuhi
amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”, dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak
terlantar dipelihara negara”. Pasal-Pasal inilah yang secara material
menjadi alasan konstitusional di bidang Jaminan Sosial, yang
menegaskan bahwa jaminan sosial (social security) merupakan “hak”
(right) bukan merupakan “hak istimewa” (privilege), karena:?’

“Privilege is a particular benefit or advantage enjoyed by a person,
company, or class beyond the common advantages of other citizen. An
exceptional or extraordinary power or exemptions. A peculiar right,
advantage, exception, power, franchise, or immunity held by a person
or class, not generally possessed by others.

25Edy Soeharto, Nomenklatur kementerian.

%Negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial diantaranya dengan membentuk
peraturan perundang-undangan.

27Henry Champbell Black, Black Law Dictionary with Pronounciations, Edisi VI, (USA: West
Publishing, 1990), hal 1197.
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Pendekatan ini baru diadopsi dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan
“Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara jaminan sosial”.
Kemudian Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Penerima bantuan iuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang
tidak mampu”. Kemudian Pasal 17 ayat (4) menyebutkan bahwa
“luran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak
mampu dibayar oleh Pemerintah”.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
menyatakan bahwa “Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan
untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi
agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan
sosialnya”. Ayat selanjutnya menyatakan *“Asuransi kesejahteraan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
bantuan iuran oleh Pemerintah”.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa urusan sosial
masuk dalam urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Apabila kita mengkaji lebih lanjut, sebenarnya Pasal 17 ayat (4)
Undang-undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini justru
mendasari pemikirannya berdasarkan Pasal 34 ayat (3) hasil
amandemen yang menurut catatan Sekretariat Jenderal MPR RI

ditambahkan (fasilitas) “sosial” dan “lainnya” untuk lebih menegaskan
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unsur-unsur yang menjadi tanggung jawab negara, bukan pada Pasal
34 ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.%

Sebelum diubah, Pasal 34 tanpa ayat”, setelah perubahan
menjadi empat ayat.® Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan
meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban
negara di bidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai
kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibanding sebelum
perubahan, merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai
negara kesejahteraan (welfare state) sehingga rakyat dapat hidup
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan
tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara
kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke
dalam realita.

Bahkan, BP Ad Hoc sepakat untuk menjadikan hak untuk
mendapatkan jaminan sosial ini dijadikan hak konstitusional seperti
yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar
NKRI Tahun 1945%. Ketika hak tersebut telah menjadi hak
konstitusional warga negara, maka seharusnya Undang-Undang
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini harusnya mengatur
seluruh jaminan sosial untuk setiap warga negara dan bukan hanya

mereka yang bekerja pada sektor formal saja.

28Republik Indonesia, Rancangan Putusan Sidang MPR RI Akhir Jabatan Periode 1999-2004 Hasil
Badan Pekerja MPR RI, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), 2004.

®Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih
lengkapnya, Pasal ini berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

“Ibid. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** ); (2) Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** ); (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****); (4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.****).

' ebih lengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
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Negara Indonesia menganut paham sebagai negara
kesejahteraan®, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk
mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan
serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public services) yang
baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh
masyarakat.>

Kata “fakir miskin” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34
ayat (1) mempunyai pengertian yang berbeda. Karena itu perkataan

“fakir miskin3*

tidak dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep.
Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian berbeda.
Kata “fakir” berarti orang yang tidak mampu berusaha menghidupi
dirinya sendiri, sedangkan kata “miskin” mempunyai arti orang yang
mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk
menghidupi diri sendiri.

Konsep jaminan sosial®® dalam arti luas meliputi setiap usaha di

bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia

*Hafiz Habibur Rahman, Political Science and Government, Eighth Enlarged edition (Dacca: Lutfor
Rahman Jatia Mudran 109, Hrishikesh Das Road, 1971), hal 89. “... The Social Welfare Theory of Rights: The
advocate of the social welfare theory hold that rights are conditions of social welfare. They are creations of
society, and therefore law, customs, traditions and the natural rights “should all yield to what is socially useful
or socially desireble.” The ultiratians, Bentham and Mill are the real exponents of the social welfare theory of
rights. They set up the principle of the greatest haPeraturan Pemerintahiness of the greatest number, and made it
the criterion of utility. But, utility, they believed should be determined by consideration of reason and
experience. The social welfare theory of rights has much to commend. But one cannot say what social welfare
actually means. Does it mean the greatest haPeraturan Pemerintahiness of the greatest number to be common
good? In fact, much political wrong has been done, during recent time, to the individuality of man in the name
of social goods.”

Bpytusan MK Perkara Nomor 007/PPU-I11/2005, hal. 229-231.

¥Pusat Bahasa, Kata fakir berarti orang yang sangat kekurangan; orang yang terlalu miskin; -- miskin
berarti kaum fakir dan kaum miskin, orang yang sangat kekurangan, hal 312.

% Dalam Arikel 25 Universal Declaration of Human Rights, dinyatakan: “everyone shall, ‘as a member
of society’, have the right to social security. Kemudian dilanjutkan pada ayat (1) “refers to the right to security
in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or lack of livelihood in circumstances
beyond one’s control. Kemudian dalam Artikel 9 International Convenant on Economic, Social, and Cultural
Rights provides for the right of everyone to ‘social security, including social insurance’. Kemudian dalam
Artikel 10 disebutkan, which deals with protection of the family, mentions social security benefits during
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dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan
kemiskinan. Konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal di
Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan
sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam
jaminan sosial.

Skema Bantuan Sosial Kementerian Sosial

Terlepas dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional®

yang hendak membuat sistem yang
terpadu dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, serta
dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial®’, Indonesia menganut pemisahan jaminan sosial.
Jaminan Sosial yang berbentuk bantuan sosial dan jaminan sosial yang
berbentuk asuransi sosial. Bantuan sosial dapat bermacam-macam
bentuknya, bisa berupa pemberian uang tunai untuk masa-masa
tertentu, bantuan pemenuhan keesehatan, atau bantuan pemberdayaan
masyarakat miskin. Ciri utama dari bantuan sosial adalah: Pertama,
pembiayaan bagi program bantuan sosial adalah pendapatan Negara
dan karena itu program ini tidak sampai memberatkan penerima
bantuan. Kedua, bantuan sosial ini bukanlah merupakan hak bagi
penerima karena pemberi bantuan didasarkan atas tes kebutuhan atau

menurut Kriteria tertentu dianggap membutuhkan.

maternity leave. The Brief text of Article 9 of the International Convenant on Economic Social, and Cultural
Rights must be seen againts the background of the much more developed ILO standards. The principal ILO
instrument in the field of social security is the Social Security (Minimum Standards) Convention of 1952. This
menu type Convention is stuctured around nine specific branches of social security: (1) medical care, (2)
sickness benefit, (3) unemployment benefit, (4) old-age benefit, (5) employment injury benefit, (6) family
benefit, (7) maternity benefit, (8) invalidity benefit, (9) survivor’s benefit.

*Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, op. cit.

¥ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, op. cit.
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Asuransi sosial merupakan jaminan yang hanya diberikan
kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau
tabungan yang dibayarkannya. Asuransi kesehatan, kecelakaan kerja,
pensiun, dan kematian adalah beberapa bentuk asuransi sosial
diterapkan diberbagai negara di dunia.

Jaminan sosial yang dimaksudkan dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 merupakan jaminan sosial dalam bentuk
asuransi sosial, sedangkan jaminan sosial yang dianut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah konsep bantuan sosial yang
diperuntukan bagi fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental,
eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah
ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
yang pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-
jasanya.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 disebutkan bahwa Jaminan Sosial adalah skema yang
melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial versi Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1
yang menyatakan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam Pasal 1
angka 2 disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah
suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa
badan penyelenggara jaminan sosial. Pasal 1 angka 3 disebutkan
definisi asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana

yang bersifat wajib yang berasal dan iuran guna memberikan
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perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta
dan/atau anggota keluarganya.

Program bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial
diantaranya asuransi kesejahteraan sosial, tunjangan penghargaan
kepada warakuri atau keluarga pahlawan nasional, bantuan sosial
kepada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan.

Tunjangan penghargaan kepada warakuri atau keluarga
pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan atau janda perintis
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan.

Asuransi kesejahteraan sosial yang saat ini ada di Kementerian
Sosial menggunakan skema bantuan sosial, dimana pekerja informal
yang penghasilannya dibawah standar dengan menabung (bukan
mengiur) sebesar Rp 5000 per bulan, kemudian setiap tahun uang
yang terkumpul dapat ditarik. Kemudian skema bantuan yang
diberikan Kementerian Sosial dilakukan melalui organisasi sosial yang
memberikan bantuan apabila ada peserta yang sakit.

Tunjangan penghargaan warakuri atau keluarga pahlawan
nasional yang teralokasi pada anggaran Kementerian Sosial
dibayarkan secara langsung oleh KPPN kepada rekening
warakuri/keluarga pahlawan berupa bantuan kesejahteraan bulanan
sebesar @ Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan
kesehatan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per tahun.

Bantuan sosial untuk perintis kemerdekaan berupa bantuan

bulanan sebesar Rp 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah),
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bantuan kesehatan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per Tahun, dan
bantuan perbaikan rumah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

yang diberikan hanya satu kali.

Perkembangan Terakhir

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial yang mengamanatkan adanya 8 (delapan) Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan dari 8 (delapan) amanat Rancangan Peraturan
Pemerintah tersebut, Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat
Negara menyarankan untuk digabungkan, dan kami membagi menjadi
2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah, yaitu:

a. Rancangan Peraturan Pemerintah  Tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial; dan

b. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penanggulangan

Kemiskinan.

Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah dilakukan pembahasan
antar kementerian/lembaga dan harmonisasi di Kementerian Hukum
dan HAM, dan kemudian Menteri Sosial menyampaikan Rancangan
Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
kepada Presiden melalui Surat Menteri Sosial Nomor A/A22/SJIV1-
10/MS tanggal 22 Juni 2010 untuk dilakukan penetapan menjadi
Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan mekanisme yang ada, sebelum ditetapkan oleh
Presiden Rancangan Peraturan Pemerintah harus dimintakan paraf
Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan,

dan Menteri Dalam Negeri. Rancangan Peraturan Pemerintah
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dimaksud telah mendapat paraf dari Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Luar Negeri, namun pada saat dimintakan paraf Menteri
Keuangan, Menteri Keuangan meminta penjelasan lebih lanjut
mengenai perbedaan jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta bantuan sosial yang
merupakan bagian dari perlindungan sosial.

Sampai saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masih dalam proses klarifikasi
antara Kementerian Sosial kepada Kementerian Keuangan mengenai
maksud tersebut. Sedangkan Menteri Dalam Negeri baru akan
dimintakan paraf setelah paraf dari Menteri Keuangan. Permasalahan
tersebut timbul karena adanya program di Kementerian Sosial yang
bernama asuransi kesejahteraan sosial. Nomenklatur tersebut
dipermasalahkan karena dalam pelaksanaannya tidak merujuk
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
Program asuransi kesejahteraan sosial yang saat ini ada di
Kementerian Sosial menggunakan skema bantuan sosial, dimana
pekerja informal yang penghasilannya dibawah standar dengan
menabung (bukan mengiur) sebesar Rp 5000 per bulan, kemudian
setiap Tahun uang yang terkumpul dapat ditarik. Kemudian skema
bantuan yang diberikan Kementerian Sosial dilakukan melalui
organisasi sosial yang memberikan bantuan apabila ada peserta yang
sakit. Dalam klarifikasi tersebut disepakati bahwa program tersebut
tetap berjalan dengan menggunakan nomenklatur bantuan sosial dan
Kementerian Sosial dalam kaitannya dengan penyelenggaraan jaminan
sosial nasional akan berkonsentrasi dalam memverifikasi fakir miskin

yang memenuhi Kreteria sebagai penerima bantuan iuran.
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Mengenai  Rancangan Peraturan  Pemerintah  Tentang
Penggulangan Kemiskinan yang sudah dalam pembahasan draft awal
antar kementerian/ lembaga, dapat kami informasikan bahwa
pembahasannya untuk sementara waktu ditunda karena adanya
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penanganan
Fakir Miskin yang menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Rancangan Peraturan Pemerintah ini sudah mendapatkan ijin Presiden
berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-257/M.Sesneg/
D-4/03/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Penyusunan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan

Presiden, dan Instruksi Presiden.

BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA
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A. lde Memberikan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Suatu
Tinjauan Budaya

Dalam menjalani kehidupannya, manusia selalu berusaha mencari
keamanan, ketentraman dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam
kesengsaraan. Untuk ini berbagai cara akan dilakukan agar usahanya untuk
menuju hidup sejahtera itu tercapai dengan baik. Urbanisasi yang terjadi
pada masyarakat petani di pedesaan, karena hasil kerja mereka sehari-hari
tidak mencukupi untuk menutupi biaya hidup secara berkesinambungan.
Oleh karena itu, bekerja di sektor industri merupakan daya tarik upah
secara pasti.

Selain itu, pada proses industrialisasi ini pengusaha hanya
memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya agar tercapai akumulasi
modal yang diinginkan, sehingga mereka banyak mengabaikan
kepentingan masyarakat pada umumnya, terutama kepentingan buruh.
Perlindungan terhadap mereka sangat terabaikan, sedangkan pada saat itu
berkembang aliran di bidang Hukum Tata Negara yang banyak dipengaruhi
pemikiran ekonomis menyatakan bahwa negara tidak perlu ikut mengatur
kegiatan ekonomi, untuk itu serahkan saja kepada pasar disebut “Negara
Sebagai Penjaga Malam”” (Night Wachtman State).*

Dalam mencapai kesejahteraan, pikiran manusia akan terpacu
untuk mengembangkan teknik-teknik yang tepat agar dapat dilaksanakan
dengan baik. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia umumnya

berusaha mengurangi risiko atas kejadian-kejadian yang akan menimpa

% RM A.B Kusuma menyebutkan dalam makalahnya “Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial”,
bahwa faham ini dipengaruhi oleh pemikiran para ekonom yang berpikiran liberal, yaitu Thomas Robert
Malthus (1766-1834) dan David Richardo (1772-1823). Menurut mereka gaji, harga barang, sewa dan
keuntungan itu tergantung pada hukum ekonomi yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Campur tangan
pemerintah dan serikat pekerja tidak efektif dan berakibat dapat merusak tatanan, sehingga negara hanya
dianggap sebagai “Penjaga Malam”, yaitu suatu bentuk pemerintahan demokratis yang hanya mementingkan
penegakan hukum dan keamanan saja. Dengan doktrin “ Laissez Faire”, mereka menyatakan bahwa pemerintah
tidak perlu ikut campur urusan perekonomian. hal.1.
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dirinya. Menurut C.A. Kulp, John W. Hall, risiko yang bisa dialami
manusia bisa saja terjadi di segala bidang. Risiko ini pada dasarnya dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang berisiko fundamental
dan kelompok yang berisiko khusus.*

Setelah negara mencapai tahapan “Negara Kesejahteraan” (welfare
State”, maka kedua kelompok risiko tersebut diatas harus mendapatkan
perhatian untuk mengatasinya, karena Risiko fundamental sifatnya adalah
makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat
sebagaimana risiko ekonomis. Contoh untuk ini adalah seperti adanya
inflasi akibat suatu kebijaksanaan moneter.Sedangkan risiko khusus adalah
sebaliknya, yaitu bersifat mikro individual, dan dirasakan oleh perorangan
atau unit usaha seperti pada risiko terhadap harta benda yang bisa
menyangkut kerusakan atas kekayaan.

Untuk mengatasi kedua risiko tersebut, di Negara yang menganut
paham “Negara Kesejahteraan” telah memberikan perlindungan melalui
jaminan sosial, sehingga jaminan sosial merupakan “hak” yang dijamin
konstitusi dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, jaminan sosial
merupakan: Tanggung jawab pemerintah, pembiayaan dibebankan kepada
anggaran belanja negara, dan mekanisme pengumpulan dananya melalui

pajak.

1. Menanggulangi Kemiskinan Menjadi Tanggung Jawab
Pemerintah

Di beberapa negara Eropa lainnya usaha penanggulangan

kemiskinan dilakukan dengan mengembangkan sistem Undang-

% Sentanoe Kertonegoro (A), Jaminan Sosial Prisip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan ke 2,
Jakarta: Mutiara Sumber Widia, 1987, hal. 7.
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Undang Kemiskinan (Poor Law). Di Inggris Poor Law dikeluarkan
dengan maksud untuk meredam terjadinya keresahan sosial akibat
rendahnya upah yang diterima pekerja. Dengan berlakunya Poor Law
tersebut, orang miskin berhak mendapat bantuan secara sah dari
negara. Bantuan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang benar-
benar miskin dan tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain,

dari keluarga dekat.*’

Undang-undang tersebut ternyata tidak efektif karena terlalu
merendahkan martabat orang yang menerima bantuan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa tidak ada orang yang senang hati menerima bantuan
karena dianggap hina-dina dan tidak mempunyai hak sipil. Namun,
ada suatu hal yang penting dari keberadaan Undang-Undang
Kemiskinan itu, yaitu penegasan suatu prinsip bahwa usaha
penanggulangan kemiskinan adalah merupakan kewajiban publik,

sehingga pemakaian uang negara adalah merupakan hal yang wajar.

Walaupun undang-undang tersebut tidak efektif namun dapat
memberikan manfaat, antara lain: Pengakuan adanya kewajiban
masyarakat atau pemerintah untuk membantu orang miskin;
disisihkannya dana tertentu untuk membiayai usaha ini; dan secara
potensial, ruang lingkupnya bisa dikembangkan secara komprehensif.
Oleh karena itu peraturan-peraturan ini bisa dianggap sebagai cikal-
bakal dari prinsip-prinsip yang mendasari sistem jaminan sosial yang

dibentuk seabad kemudian.

Oleh karena tidak ada perhatian kepada sektor pertanian,
para petani yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan

berkesinambungan, menyebabkan mereka memilih alternative bekerja

40 International Labour Office, Introduction to Social Security, Edition I, Genewa: International Labour
Office, 1976, hal.3.

80



di sektor industri. Disebutkan dalam “paradigma ekonomi
pembangunan” bahwa di negara berkembang petani tidak diproteksi,
sehingga terjadi paradog yang sangat mengganggu pertumbuhan

ekonomi di pedesaan. Dikatakan bahwa:

“Negara-negara maju yang mengandalkan industri, yang mempunyai
teknologi tinggi dan memiliki tingkat penghasilan per kapita sangat
besar umumnya memproteksi petaninya yang nota bene hanya sedikit
jumlahnya. Sedangkan di negara-negara berkembang yang umumnya
negara miskin, berbasis pertanian justru tidak ramah terhadap
petaninya sendiri, walaupun para petani tersebut merupakan mayoritas
dan kontributor utama terhadap sistem politik,ekonomi, dan perjalanan

demokrasi negara.”

Terjadinya mobilisasi pekerja pertanian dari desa-desa pada
masa revolusi industri menuju sentra-sentra industri telah
menyebabkan timbulnya kelas baru dalam masyarakat kota di Eropa.
Demikian juga di Indonesia, ciri khas dari kelas baru yang terdiri dari
pekerja-pekerja pabrik ini, ialah kehidupan yang sangat rentan karena
sama sekali (completely) tergantung kepada pembayaran upah secara
reguler. Ini artinya mereka akan dengan cepat jatuh melarat apabila
pembayaran upahnya terhenti karena sebab-sebab tertentu, misalnya

karena sakit, kecelakaan, ketuaan atau pemutusan hubungan kerja.

Sebagai negara yang sedang berkembang pada umumnya,
Indonesia juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu masalah
pengangguran dan kemiskinan yang jumlahnya semakin meningkat.
Banyak faktor yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan,

setidaknya ada 2 faktor penyebab utama. Pertama, jumlah penduduk

4 Bustanul Arifin, Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004),
hal.48.
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yang sangat besar dimana tidak sebanding dengan kemampuan
menyerap tenaga kerja yang sama besarnya. Faktor kedua, adalah

kemampuan ekonomi sebuah negara yang masih sangat terbatas.

Keterbatasan menyerap tenaga kerja masih diperparah lagi
dengan meningkatnya pengangguran akibat krisis ekonomi yang
terjadi di Indonesia yang bermula dari krisis moneter Tahun 1997,
kemudian berkelanjutan sampai merambah ke setiap sektor dalam
tatanan ekonomi masyarakat. Sebagai ilustrasi, pada Tahun 2010
jumlah penduduk Indonesia sebesar 206.264.595 orang, dari jumlah
tersebut pada bulan Februari 2011 terdapat angkatan kerja sebesar
119,4 juta orang, dan yang bekerja sebesar 111,3 juta orang,
sedangkan angka pengangguran sebesar 6,8 %,** yang dinilai cukup
tinggi dan mengandung risiko yang besar baik secara ekonomi
maupun sosial-politik. Jadi Restrukturisasi yang diikuti PHK dan
Relokasi Usaha merupakan suatu kondisi yang sangat rawan potensi
konflik antara majikan dengan buruh, terutama dalam penetapan
pesangon atau kompensasi bagi buruh yang terkena PHK. Kondisi ini

jelas berpotensi meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia.

Jumlah penduduk yang besar pada negara-negara
berkembang juga merupakan isu yang sangat komplek dan rumit. Pada
awalnya jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi
yang sangat baik bagi suatu negara. Namun demikian, apabila tidak
diimbangi dengan kemampuan suatu negara untuk dapat memberikan
jaminan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, maka potensi

tersebut akan berubah menjadi beban.

“2 Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2011.
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Jumlah penduduk yang besar pada umumnya dapat
dibedakan menjadi 2 golongan berdasarkan kemampuan kerjanya
(produktivitas kerja) sesuai usianya, Yaitu golongan usia Yyang
produktif dan golongan usia yang tidak produktif. Di negara Indonesia
golongan usia produktif lebih banyak dibanding golongan usia yang
tidak produktif. Hal ini sebenarnya menjadi modal dasar yang
potensial bagi sebuah negara yang sedang berkembang untuk
melaksanakan pembangunan. Ternyata kondisi ini belum bisa
dimanfaatkan dengan baik, karena potensi ini tidak diimbangi dengan
kemampuan yang dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang terus
bertambah setiap Tahunnya. Akibatnya, walaupun setiap Tahun
jumlah golongan usia yang tidak produktif bertambah (masuk usia
pensiun), akan tetapi jumlah golongan yang produktif tidak berkurang,
malahan  semakin  banyak karena tidak sebanding laju

pertumbuhannya.

Semakin meningkatnya angkatan kerja dan banyaknya
tenaga kerja yang menganggur, berakibat terjadinya persaingan antar
tenaga kerja yang akhirnya menyebabkan upah pekerja menjadi
rendah. Hal ini dapat dimengerti karena pengusaha dapat mengganti
pekerja dengan cepat dan mudah karena jumlah tenaga kerja yang
besar, terutama bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan dan
pendidikan yang memadai. Dengan upah yang rendah dan
penerimaannya secara berkala, tenaga kerja dituntut untuk
merencanakan penggunaan upah dengan cermat, dengan standar hidup
rendah yang tidak menjamin untuk kelangsungan hidupnya. Hidup
dalam kemiskinan, itulah kata yang tepat untuk diungkapkan.

Kemiskinan dapat terjadi pada siapa saja, baik pekerja sektor formal
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maupun informal, yang terikat hubungan kerja ataupun bukan, serta

pengangguran.

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang
sifatnya komplek dan multidimensional. Masalah kemiskinan bukan
hanya berdimensi ekonomi tetapi juga berdimensi sosial, budaya, dan
politik. Secara umum, kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh
kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan
untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Oleh karena bersifat
multidimensi, akibat kemiskinan ini juga beragam terutama yang
nampak dalam kehidupan nyata. Akibat kemiskinan ini antara lain: (i)
secara sosial ekonomi penyandang kemiskinan menjadi beban
masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas kerja
masyarakat, (iii) rendahnya partisipasi masyarakat, (iv) menurunnya
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (v) menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan
merosotnya mutu generasi yang akan datang.”® Semua kondisi
tersebut, antara kondisi yang satu dengan yang lain saling terkait dan

saling mempengaruhi.

Setelah memperhatikan masalah kemiskinan serta skala
kemiskinan yang ada, tergambarkan bahwa beban dan tantangan
penaggulangannya sangat berat. Berdasarkan data BPS Tahun 2010,
dari jumlah penduduk  sebesar 206.264.595 orang, Indonesia
mempunyai penduduk miskin berjumlah 31,0 juta (13,3 %). Secara
rinci jumlah orang miskin di Indonesia dapat kemukakan sebagai
berikut:

3 Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan Penangulangan Kemiskinan Indonesia,
Agenda kini dan ke depan, 2003.
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Tabel.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia
Tahun 2007 — 2010

TAHUN JUMLAH PENDUDUK PROSENTASE
MISKIN (DALAM JUTA)
2007 37,2 16,6
2008 35,0 15,4
2009 32,5 14,2
2010 31,0 13,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

Persoalan kemiskinan tidak hanya menjadi masalah negara,
tetapi masalah yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan
masyarakat. Dalam menangani masalah kemiskinan ini, kemampuan
pemerintah sangat terbatas, oleh karena itu penanggulangan
kemiskinan ini harus diselesaikan secara bersama-sama, antara
pemerintah, dunia usaha dan para pelaku ekonomi, beserta seluruh

komponen masyarakat pada umumnya.

Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha
di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup
manusia dalam mengatasi  keterbelakangan, ketergantungan,
keterlantaran dan kemiskinan. Konsep ini belum dapat diterapkan
secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang
pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang

berkepentingan dalam jaminan sosial.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu
memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain: (i) masih
berorientasi  kepada pertumbuhan makro ekonomi, tanpa
memperhatikan aspek pemerataan, (ii) kebijakan masih bersifat
sentralistik, (iii) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (iv)

memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek daripada sebagai
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subyek, (v) orientasi penanggulangan kemiskinan cenderung karikatif
dan sesaat, dari peningkatan produktivitas yang berkelanjutan, (vi)
serta cara pandang dan solusi yang bersifat generic terhadap
permasalahan  kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan

kemajemukan yang ada.**

Kemiskinan dalam pengertian Max Neef sekurang-
kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas
konvensional. Pada umumnya dilihat dari pendapatan suatu komunitas
yang berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu,
seringkali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya
peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Hal ini berbeda dengan
kenyataan di lapangan, karena permasalahan kemiskinan bukan hanya
bersumber dari masalah ekonomi saja, tetapi juga meliputi berbagai

masalah lainnya yang bersifat majemuk.

Kemiskinan yang ditanggung komunitas, pengertiannya

dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu®:

a. kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang,
perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal,

b. kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana
pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada
jaminan atas hak pemilikan tanah,

c. kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk,
terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya
kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan

perubahan,

“ Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, Ibid,
®Edi Suharto, “Paradigma Baru Studi Kemiskinan”, <http: /www.immungn.org/public_htm/
article.php.story/2003091>, 11 September 2003.
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d. kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses
pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan
komunitas,

e. kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial,
terfragmentasi,

f. kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik

di tingkat pribadi maupun komunitas.

Pembiayaan Jaminan Sosial Bagi Penduduk Miskin Tergantung
Anggaran Belanja Negara

Di beberapa Negara yang tingkat perekonomiannya baik,
terutama Skandinavia, memulai sistem jaminan sosialnya dengan
program yang dinamakan “bantuan sosial”. Dengan program ini
pembiayaan programnya lebih banyak diambil dari anggaran negara
dibanding iuran-iuran peserta. Orang-orang yang dilindungi dengan
program ini adalah orang tua, orang sakit, cacat, mendapat kecelakaan,

pengangguran secara berturut-turut.

Sementara itu di beberapa negara seperti Australia dan New
Zealand, sistem jaminan sosialnya dibangun dengan menggabungkan
beberapa program bantuan sosial. Demikian juga di negara-negara
yang mengandalkan sistem jaminan sosialnya pada asuransi sosial,
model bantuan sosial tersebut dipakai sebagai “Jaring Pengaman
Sosial” (Social Safety Net). Model jaminan ini dimaksudkan untuk
membantu orang-orang yang tidak/ belum mendapat perlindungan dari
asuransi sosial atau orang-orang yang tidak tersentuh sistem asuransi

sosial.

Ciri utama bantuan sosial tersebut adalah :
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Pertama, pembiayaan bagi program bantuan sosial adalah pendapatan
negara dan karena itu program ini tidak sampai memberatkan

penerima bantuan.

Kedua, bantuan sosial ini bukanlah merupakan hak bagi penerima
karena pemberian bantuan didasarkan atas tes kebutuhan atau menurut
kriteria tertentu dianggap membutuhkan. Kriteria itu misalnya,
penghasilan yang sangat rendah/tidak memadai dan tidak mempunyai
sumber lain. Semua pendapatan dan sumber pendapatan penerima
bantuan harus dihitung, kecuali tabungan pribadi sampai jumlah

tertentu.

Untuk Indonesia, program bantuan sosial diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Bantuan sosial diberikan misalnya dalam hal bencana alam,
penyandang berbagai ketunaan, yatim piatu, jompo, anak jalanan dan
lain-lain. Namun tidak setiap anggota kelompok itu yang akan
mendapat bantuan, tetapi hanya mereka yang tidak mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya saja. Pemberian pelayanan medis secara cuma-

cuma termasuk dalam pengertian bantuan sosial.

Sistem Kepesertaan Universal merupakan pengembangan
dari sistem bantuan sosial. Sesuai dengan istilahnya, jaminan sosial ini
pesertanya adalah seluruh penduduk suatu negara. Sedangkan
pembiayaan programnya berasal dari pendapatan negara (General
Revenue). Di negara-negara maju, pemerintah menyelenggarakan
program asuransi sosial yang diharapkan dapat memberikan tunjangan
pensiun, tunjangan kesehatan serta bantuan untuk tambahan

penghasilan bagi tiap penduduk.
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Sementara itu di negara-negara berkembang seperti
Indonesia, sistem ini diwujudkan dalam bentuk program pelayanan
kesehatan berbiaya rendah bagi setiap penduduk yang tidak mampu.
Kebaikan sistem ini terletak kepada keluasan pesertanya, sehingga
pelayanan lebih merata. Sedangkan kelemahannya adalah terletak

pada segi pembiayaannya yang terlalu besar.

Pengembangan lainnya ialah Sistem Pelayanan Sosial.
Antara jaminan sosial dan pelayanan sosial, berkembang secara
bersamaan. Pelayanan sosial misalnya: pelayan kesehatan, upaya
preventif dalam bidang kesehatan atau pencegahan kecelakaan,
rehabilitasi orang yang terluka, pemberian fasilitas bagi orang yang

cacat atau orang tua dan pelayanan klinik keluarga berencana.

Mekanisme Pendanaan Tergantung Pajak

Karakteristik suatu negara berkembang adalah adanya sektor
informal yang sangat besar. Di sektor informal jaminan sosial
diberikan dalam bentuk sistem asuransi sosial, sehingga dapat
mengatasi ekses sosial yang terjadi akibat adanya perubahan atau

tindakan yang berkaitan dengan kondisi pasar tenaga kerja.

Buruh sektor informal sangat rentan terhadap perubahan
kondisi pasar tenaga kerja, karena penghidupan ekonomi mereka
masih tradisional. Lembaga tolong menolong yang didirikan belum
mampu memberikan perlindungan bagi penghidupannya. Dalam hal
ini, jaminan sosial mempunyai 2 fungsi, yaitu: i) di sektor formal
berfungsi sebagai usaha perlindungan bagi semakin memburuknya

standard penghidupan, dan ii) di sektor informal, sebagai usaha untuk
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meningkatkan kondisi penghidupan menuju penghidupan yang lebih

layak dan bermartabat bagi kemanusiaan.

Sektor informal merupakan wilayah pertahanan hidup,
karena buruh hanya meraih pendapatan yang marginal dan relative
sangat kecil. Kehidupan ekonomi di sektor ini sangat dinamis, karena
pelaku ekonomi umumnya merata sosial ekonominya, sehingga

diperlukan keuletan untuk mendapatkan hasil yang berlebih.

Jaminan sosial yang dikembangkan di sektor informal
pembiayaannya terutama ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu,
kemampuan pendanaan pemerintah sagat terbatas, sehingga muncul
gagasan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak

membebani keuangan pemerintah.

Masalah anggaran belanja negara menjadi sangat strategis
karena pemberian jaminan sosial dikaitkan dengan kepentingan
politik, sehingga masalahnya berkembang bukan hanya masalah dana
yang dibutuhkan untuk membiayai jaminan sosial, tetapi menjadi
masalah “kemauan politik” (political will) dari pemerintah atau
penguasa. Di samping itu, juga masalah dari mana biaya tersebut

dikumpulkan.

Mengingat beban negara sudah semakin syarat, dan untuk
mengakhiri pengistimewaan bagi masyarakat yang kaya, maka
pembiayaan jaminan sosial ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu: murni
dibiayai oleh pemerintah, atau gabungan antara pembagian melalui

pajak dengan pembagian melalui kontribusi.

Bagi kelompok berpendapatan yang mampu, membayar
iuran asuransi sosial melalui pajak dirasakan sebagai Pajak Ekstra,

karena masih banyak pajak-pajak yang lainnya. Oleh karena itu,
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khusus di Indonesia pengumpulan dana melalui mekanisme yang ada
dipandang sudah baik, yaitu dipungut melalui pemberi Kerja.
Selanjutnya yang perlu ditingkatkan adalah faktor pengawasannya,
terutama untuk sektor informal. Dengan demikian, dari budaya yang
berkembang di Indonesia jelas bahwa pelaksanaan SJSN telah sejalan,
karena prinsip tolong menolong telah berkembang subur dalam adat

kebiasaan maupun tuntunan agama.

B. Analisis Terhadap Substansi Jaminan Sosial Nasional Tentang Prinsip
Dan Manfaatnya
Prinsip-prinsip dasar hasil kajian Tim SJSN tidak semua
diakomodir dalam Undang-Undang SJSN, hal ini tercermin dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Hanya beberapa
prinsip dasar yang dipilih untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional, yaitu suatu sistem yang dibangun berdasarkan prinsip dibawah
ini:*
1. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Jaminan Sosial
Pertama, prinsip kegotong-royongan. Prinsip kegotong-
royongan atau solidaritas sosial ini diwujudkan dengan mekanisme
asuransi sosial dimana semua peserta mengiur sebesar prosentase
tertentu dari upah atau penghasilannya. Dengan demikian terjadi suatu
sistem subsidi silang. Peserta yang mampu membantu yang kurang
mampu, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi,
peserta yang sehat membantu yang sakit, dan yang muda membantu
yang tua. Tidak semua program jaminan sosial diwujudkan dengan

mekanisme gotong royong seperti itu. Program jaminan hari tua,

% Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta:
Sekretariat Wakil Presiden RI, Pebruari 2004), hal.34-38
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provident fund, biasanya dibangun dengan sistem tabungan wajib yang
kurang menggambarkan kegotong-royongan seperti di atas. Namun
secara umum, SJSN akan dibangun berdasarkan prinsip kegotong-
royongan ini.

Kedua, prinsip kepesertaan bersifat wajib (compulsory). Prinsip
ini perlu ditegakkan untuk menjamin seluruh penduduk terlindungi
dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Terpenuhinya hukum bilangan
besar karena hanya dengan mewajibkan seluruh penduduk mengiur
dan meyatukan risiko individual menjadi risiko bersama. Dalam
prakteknya, mewajibkan penduduk sektor informal untuk mengiur
memiliki banyak kendala dalam pengumpulan iuran secara reguler dan
dalam penentuan tingkat iuran karena penghasilan penduduk di sektor
informal tidak selalu tetap seperti penghasilan penduduk di sektor
formal. Pengalaman negara-negara lain yang telah memiliki sistem
jaminan sosial yang mencakup seluruh penduduk menunjukkan bahwa
dari segi manajemen, kewajiban menjadi peserta dimulai dengan
penduduk di sektor formal, baru secara bertahap dilanjutkan kepada
penduduk di sektor informal. Selain itu, kecenderungan masyarakat
modern secara otomatis meningkatkan jumlah penduduk di sektor
formal sejalan dengan terjadinya urbanisasi dan kebutuhan persaingan
di pasar global.

Ketiga, penyelenggaraan SJSN Dbersifat nirlaba (not for
profit/solidaritas sosial). Hakikat penyelenggaraan jaminan sosial
adalah kegotong-royongan dari dan oleh peserta. Pada sistem yang
telah matang dimana seluruh penduduk sudah menjadi peserta, maka
sistem ini akan menjadi suatu sistem gotong-royong nasional. Oleh
karenanya, sebenarnya SJSN dimiliki oleh seluruh peserta bukan oleh

sekelompok orang. Dengan demikian, segala usaha yang
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dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai dana yang terkumpul
harus dikembalikan kepada peserta dalam bentuk peningkatan nilai
manfaat atau penurunan jumlah iuran di kemudian hari. Sisa hasil
usaha di akhir Tahun buku tidak dibagikan sebagai dividen dan tidak
perlu dikenakan pajak penghasilan. Semua sisa hasil usaha akan
menjadi hak seluruh peserta yang notabene adalah seluruh rakyat.
Inilah hakikat dari prinsip nirlaba dimana seluruh dana dan hasil
pengembangan dana dikembalikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kepentingan peserta.

Keempat, pengelolaan jaminan sosial menggunakan prinsip
Dana Amanat (Trust Fund). Dalam prinsip ini, iuran yang terkumpul
bukanlah penerimaan badan penyelenggara sebagai hasil jual beli dan
karenanya bukan merupakan kekayaan badan penyelenggara. luran
yang terkumpul, dan hasil pengembangannya, tetap merupakan titipan
para peserta kepada badan penyelenggara yang peruntukkannya telah
ditetapkan. Badan penyelenggara diberikan amanat atau kepercayaan
untuk mengelola dana untuk sebesar-besarnya manfaat kepada seluruh
peserta. Dengan demikian, badan penyelenggara harus bisa dipercaya.
Badan penyelenggara memperoleh upah atas jasanya dalam
pengelolaan dana amanat ini. Untuk memelihara tingkat ‘dipercaya’
tersebut, penyelenggaraan jaminan sosial harus dikendalikan oleh
suatu dewan yang terdiri atas wakil-wakil pihak yang mengiur. Dewan
ini disebut lembaga tripartit yang terdiri atas wakil-wakil pekerja,
pemberi kerja, dan pemerintah jumlahnya antara 15-20 orang. Dalam
sistem SJSN, yang dipilih masing-masing 5 (lima) — 7 (tujuh) orang
dari kelompok pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Berdasarkan
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SJSN Dewan Jaminan Sosial

Nasional beranggotakan 15 orang, yang beranggotakan dari unsur
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pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan

sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.

Pengelolaan dana dilaksanakan dengan prinsip solvabilitas,

likuiditas, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan
efektifitas:

1)

2)

3)

Prinsip keterbukaan merupakan suatu keharusan dalam jaminan
sosial karena dana yang dikelola merupakan dana milik peserta.
Oleh karenanya manajemen harus sangat terbuka yang ditunjukan
dengan penyampaian akun perorangan yang menunjukan jumlah
iuran yang diterima dan akumulasinya kepada seluruh peserta dan
laporan keuangan berkala yang harus dipublikasi secara terbuka
dan diketahui oleh setiap peserta yang ingin mengetahuinya, serta
perubahan kebijakan minimal satu kali setahun.

Prinsip kehati-hatian (prudensial) adalah suatu bentuk tanggung
jawab pengelola dalam mengelola dana peserta. Penempatan dana
dalam investasi harus benar-benar diperhitungkan agar terhindar
dari risiko kehilangan dana akibat berbagai spekulasi atau tingkat
risiko investasi yang besar. Investasi spekulasi dalam mata uang
asing misalnya mempunyai risiko tinggi dan karenanya tidak
dibenarkan. Begitu pula penempatan dana dalam jumlah besar di
suatu bank akan mempunyai risiko besar apabila ternyata bank
tersebut mengalami kebangkrutan.

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dimana pengelola harus
bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Oleh karenanya
segala tindakan yang bertujuan untuk kepentingan dirinya harus
dilarang. Penempatan investasi pada suatu bank dimana pengelola
memiliki saham jelas merupakan tindakan yang tidak bertanggung

jawab kepada peserta dan karenanya harus dilarang.
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4) Portabilitas. Artinya manfaat jaminan sosial dapat dibawa kemana
saja dan selalu tersedia dimanapun di seluruh tanah air. Manfaat
yang diperoleh peserta tidak boleh putus atau hilang karena peserta
pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal. Tentu saja, apabila
peserta pindah tempat tinggal tetap ke luar negeri maka jaminan
atau manfaat jaminan sosial harus terputus, karena peserta tidak
lagi menjadi penduduk Indonesia sebagai suatu syarat kewajiban
dan hak jaminan sosial.

Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan dana yang belum
tercakup dalam Pasal 4 Undang-Undang SJSN. Prinsip tersebut
sebaiknya juga dimasukkan sebagai sarana pengendali dan tolok ukur
lembaga dalam melakukan investasi untuk pengembangan program
atau memperbesar manfaat bagi peserta. Beberapa prinsip tersebut
misalnya:

1) Prinsip solvabilitas adalah prinsip dimana dana harus selalu
mencukupi untuk membiayai manfaat bagi seluruh peserta dalam
jangka panjang. Pengelola harus selalu menjaga agar setiap saat
dana, baik yang berupa uang tunai, dana di rekening, dana yang
tersimpan dalam bentuk deposito, obligasi, dan dalam bentuk
investasi lain harus selalu cukup untuk membiayai segala
kewajiban SJISN kepada seluruh pesertanya.

2) Prinsip likuiditas adalah prinsip dimana dana harus selalu tersedia
untuk membiayai seluruh manfaat seperti jaminan kesehatan dan
jaminan kecelakaan kerja. Sumber dana untuk membiayai manfaat
jangka pendek adalah dana tunai, bank dan deposito yang jatuh
tempo segera.

3) Prinsip efisiensi diwujudkan dengan membatasi dana yang boleh

digunakan untuk biaya operasional. Untuk program jangka pendek,

95



4)

5)

pengelola tidak boleh menghabiskan lebih dari 5% (lima persen)
iuran yang diterima dalam satu Tahun buku. Untuk program jangka
panjang, iuran sama sekali tidak boleh digunakan untuk membiayai
operasional SJSN. Operasional program jangka panjang harus
dibiayai dan dicukupi dari sebagian kecil (misalnya 5%) hasil
pengembangan dana.

Prinsip efektivitas diwujudkan dengan memberikan jaminan yang
benar-benar efektif. Sebagai contoh dalam jaminan kesehatan,
pengobatan yang belum dibuktikan kebenarannya secara ilmiah
tidak boleh dijamin oleh SJSN.

Tanggung jawab terakhir tetap pada Pemerintah. Pada hakikatnya
program jaminan sosial adalah amanat UUD 1945 yang harus
diselenggarakan oleh Negara yang diberi mandat kepada
Pemerintah. Oleh karenanya Pemerintah harus bertanggung jawab
atas keamanan keuangan bila terjadi force majeur, seperti
terjadinya krisis ekonomi dan perubahan nilai tukar yang tinggi
yang terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi apabila kesulitan dana
terjadi karena kesalahan manajemen maka pengelola harus
bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Pemerintah wajib
memantau secara terus menerus, secara langsung atau melalui
pengaturan dan pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi kesulitan
pembiayaan yang parah.

Ada beberapa prinsip dasar SISN hasil kerja Tim SIJSN yang

tidak dimasukan dalam Pasal 4 Undang-Undang SJSN. Beberapa

prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1)

The law of the large numbers (hukum bilangan besar). Prinsip ini
merupakan suatu syarat terselenggaranya sebuah mekanisme

asuransi yang efisien. Pada intinya prinsip ini merupakan hukum
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2)

3)

alam dimana semakin besar jumlah peserta semakin kecil biaya
pengelolaan per peserta yang harus dikeluarkan untuk seluruh
peserta. Dengan demikian, sistem akan berjalan dengan sinambung
dan mampu memelihara tingkat solvabilitas yang stabil. Selain itu,
pemupukan dana dalam satu “lumbung” milik bersama tidak hanya
memenuhi prinsip asuransi, akan tetapi juga menjadi upaya
pemersatu atau menjadi perekat bangsa sehingga sebuah sistem
nasional yang sama bagi seluruh rakyat akan memperkuat
nasionalisme Indonesia.

Manfaat yang layak. Jaminan sosial ditujukan untuk menjamin
setiap warga negara memenuhi kebutuhan dasar yang layak yang
dapat memungkinkan rakyat berproduksi. Apabila manfaat
(benefits) jaminan sosial diberikan terlalu kecil, maka rakyat tidak
akan merasakan manfaat mengikuti program jaminan sosial dan
karenanya sulit mengharapkan tingkat kepatuhan kepesertaan yang
tinggi. Manfaat yang diberikan terlalu besar atau jauh lebih tinggi
dari kebutuhan dasar akan membutuhkan iuran yang lebih besar,
sementara sebagian besar penduduk tidak memiliki kemampuan
untuk mengiur yang mengambil porsi sebagian besar upah atau
penghasilannya. Oleh karenanya, manfaat yang diberikan oleh
SJSN harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang secara
bertahap ditingkatkan sesuai dengan peningkatan standar hidup dan
peningkatan upah atau penghasilan penduduk. Sedangkan bagi
penduduk yang mampu dapat menjadi peserta asuransi komersiil.
luran ditetapkan secara proporsional dengan penghasilan.
Kepesertaan yang bersifat wajib harus didukung dengan penetapan
iuran yang proporsional terhadap upah atau penghasilan. Dengan

iuran yang proporsional tersebut, maka seluruh pekerja akan
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4)

mampu mengiur, karena beban iuran relatif sama bagi seluruh
lapisan pekerja. Penetapan iuran yang proporsional terhadap
penghasilan tidak mudah dilaksanakan bagi penduduk di sektor
informal yang tidak memiliki penghasilan yang tetap jumlahnya
atau relatif sama untuk sekelompok pekerja dengan pengalaman
dan pendidikan yang sama. Bagi sektor informal iuran dapat juga
ditetapkan sejumlah tertentu seperti di Filipina. Oleh karenanya
penetapan iuran bagi sektor informal memerlukan studi yang
memberikan informasi Tentang rata-rata penghasilan bagi berbagai
kelompok usaha informal.

Pembiayaan bersama antara pekerja dan pemberi kerja. Pada
dasarnya jaminan sosial akan memberikan manfaat bagi para
pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan tentram tanpa harus
memikirkan risiko masa depan. Dengan demikian produktivitasnya
akan meningkat. Peningkatan produktivitas pada akhirnya akan
menguntungkan pemberi kerja karena hasil produksi yang
meningkat juga dapat memberikan keuntungan pengusaha yang
lebih tinggi. Dari sisi pekerja, keikutsertaan mengiur, sebagai
bagian tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Kecuali
jaminan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pekerja yaitu
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oleh karenanya
sangatlah wajar jika pembiayaan SISN ditanggung bersama antara
pemberi kerja dan pekerja.

Prinsip ini juga diselenggarakan oleh sistem jaminan sosial

di negara-negara lain. Pemerintah juga merupakan pemberi kerja bagi

pegawai negeri. Pekerja di sektor informal, yang bekerja mandiri,

dengan sendirinya berfungsi ganda sebagai pekerja sekaligus pemberi

kerja bagi dirinya. Oleh karenanya pekerja sektor informal harus
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menanggung jumlah iuran yang relatif besar dibandingkan dengan
pekerja di sektor formal. Dalam banyak negara, dimana sektor
informal telah membayar pajak dengan teratur, pemerintah dapat

memberikan subsidi iuran bagi pekerja di sektor informal.

Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Manfaat JAMSOSNAS dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-
Undang SJSN, vyaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota
keluarganya.

Manfaat tersebut adalah hak peserta yang dijamin Undang-
Undang SJSN sesuai dengan jenis program. Manfaat program yang
dianjurkan dalam SJSN adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kematian. Tiap-tiap
program jaminan memberikan manfaat yang ditetapkan oleh peraturan
perundangan SJSN.

Jenis manfaat adalah manfaat program SJSN yang diberikan
dalam bentuk jaminan dana tunai maupun berkala, dan pelayanan
(kesehatan/kedokteran). Sedangkan penerima manfaat terbagi dalam
dua jenis penerima, sesuai dengan ketentuan masing-masing program

yaitu:

1) Peserta.
Manfaat yang diterimakan langsung kepada peserta adalah Jaminan
Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

2) Peserta dan seluruh anggota keluarganya.
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Manfaat Jaminan Kesehatan diberikan kepada peserta dan
seluruh anggota keluarganya, namun jaminan kesehatan tidak
diberikan dalam bentuk uang atau penggantian uang tetapi dalam
bentuk pelayanan yang diterima di fasilitas kesehatan yang memenuhi
syarat kualitas tinggi yang dikontrak BPJS. Sedangkan Jaminan Hari
Tua, Pensiun, dan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris yang

berhak apabila peserta meninggal dunia.

C. Analisis Terhadap Struktur Organisasi Lembaga Penyelenggara
Jaminan Sosial Nasional

Kelembagaan JSN merupakan salah satu unsur dalam suatu SJSN
yang berfungsi menyelenggarakan terwujudnya tujuan jaminan sosial yang
telah dirumuskan dalam SJSN sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan sosial
yang melandasinya seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.
Dalam beroperasinya lembaga tersebut diperlukan aspek legal sehingga
lembaga tersebut memerlukan suatu bentuk badan hukum. Pembahasan

kelembagaan selanjutnya dikelompokan dalam:

1) tinjauan kelembagaan jaminan sosial diselenggarakan berbagai Negara,
2) pilihan kelembagaan jaminan sosial untuk Indonesia, dan bentuk badan
hukum penyelenggara.

Banyak yang menginginkan lembaga penyelenggara bersifat Dewan
Wali Amanat (trust fund) tripartit terdiri dari wakil-wakil pemerintah,
pengusaha dan serikat pekerja, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Sebaiknya dipikirkan adanya suatu mekanisme yang memungkinkan suatu
‘Dewan Wali Amanat’ akan dapat melindungi lembaga jaminan sosial yang
dimonopoli oleh negara dari campur tangan politik. Untuk itu, disarankan

agar penyelenggaraan jaminan sosial sebaiknya tidak dilaksanakan melalui
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satu pilar satu pelaku, tetapi menggunakan penyelenggaraan 3 pilar.untuk

menjaga kestabilan.

Penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada seperti Taspen,
Jamsostek, ASKES akan dilaksanakan dibawah bimbingan dewan wali
amanat. Tujuan dasarnya adalah supaya semua lembaga tersebut akhirnya
dapat digabungkan menjadi satu lembaga negara. Sudah menjadi rahasia
umum bahwa lembaga-lembaga jaminan sosial yang dimonopoli negara
cenderung tidak efisien, memberikan pelayanan yang buruk, dan rawan
korupsi. Oleh karena itu pelaksanannya harus diawasi secara ketat oleh

Dewan wali amanat, karena dana yang terkumpul merupakan Dana Amanat.

1. Tinjauan Kelembagaan Jaminan Sosial di Berbagai Negara

Kelembagaan jaminan sosial di berbagai negara yang lebih
maju dari Indonesia bervariasi dari banyak lembaga/badan penyelenggara
sampai badan penyelenggara tunggal di tingkat nasional. Jumlah badan
penyelenggara akan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan program jaminan sosial. Tidak ada suatu hukum khusus
yang mengharuskan jumlah dan bentuk badan penyelenggara. Selain itu,
keputusan mengenai jumlah badan penyelenggara pada umumnya
merupakan keputusan politik yang harus diambil oleh pemerintah suatu
negara. Namun demikian, baik dari sistem jaminan sosial di berbagai
negara dan literatur pembiayaan publik tampak kecenderungan
penyelenggaraan jaminan sosial dimulai dengan jumlah Badan
Penyelenggara yang banyak, baik menurut kelompok penduduk maupun
dari sektoral mengarah kepada semakin kecil jumlahnya, bahkan ada
Negara yang jaminan sosialnya hanya dikelola oleh satu badan.

Disamping itu, tampak adanya suatu pola yang sama Vyaitu
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penyelenggaraan jaminan sosial dikelola secara nirlaba, baik yang
dikelola langsung oleh organisasi pemerintah atau dikelola oleh badan
semi (kuasi) pemerintah yang tidak dipengaruhi birokrasi pemerintahan

dalam pengambilan keputusan penting dan di dalam pengelolaan dana.

Badan penyelenggara Jaminan Sosial dapat bervariasi baik dari
program, maupun dari fokus kepada populasi yang dilayani. Fokus
populasi yang dilayani dapat dikelompokan dalam jaminan sosial
pegawai pemerintah, bahkan terpisah antara pegawai pemerintah sipil dan
militer (polisi), dan pegawai swasta. Ada juga penyelenggaraan
berdasarkan program seperti Asuransi Kesehatan Nasional yang melayani
berbagai kelompok penduduk. Ada juga pembagian menurut kelompok
penduduk dan kelompok program. Demikian juga dengan tanggung
jawab penyelenggaraan, ada yang melekat pada kementerian keuangan,
kementerian tenaga kerja, kementerian kesejahteraan, kementerian
kesehatan dan sebagainya dan ada juga yang berdiri sendiri dengan

tanggung jawab langsung kepada presiden.

Secara umum sebuah penyelenggara dan pengelola dana

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Mengelola kepesertaan yang meliputi pendaftaran, pemberian nama
identitas jaminan sosial, mutasi, penghentian (penghapusan)
misalnya karena meninggal dunia atau pindah permanen ke negara
lain,

2) Melakukan pembayaran manfaat kepada peserta dan atau
pembayaran kepada pihak ketiga yang memberikan pelayanan
kepada peserta,

3) Menghimpun iuran dari para pemberi kerja dan atau peserta,
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4) Mengelola dana yang dititipkan oleh peserta guna memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada peserta (benefit maximizer),

5) Membuat laporan kegiatan dan keuangan secara transparan kepada
seluruh peserta dan pemerintah,

6) Melakukan penelitian dan pengembangan program-program jaminan
sosial sesuai dengan perubahan kebutuhan dasar peserta dan
perubahan lingkungan sosial ekonomi suatu negara,

7) Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk meningkatkan

kesejahteraan peserta pada khususnya dan rakyat pada umumnya.

. Pilihan Kelembagaan Jaminan Sosial Untuk Indonesia

Dari berbagai bahasan penyelenggaraan dan prinsip-prinsip
dasar penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara, disajikan disini
berbagai alternatif badan penyelenggara jaminan sosial untuk Indonesia.
Hal ini sangat penting disampaikan mengingat saat ini Indonesia sudah
memiliki empat badan penyelenggara jaminan sosial. Perubahan
mendasar dan radikal dapat menimbulkan guncangan, namun demikian
tanpa perubahan badan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional
tidak akan menjadi kuat. Oleh karenanya, berbagai alternatif badan
penyelenggara yang disampaikan berikut ini disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan risiko masing-masing pilihan/
alternatif. Untuk setiap alternatif diperlukan masa transisi tertentu
sehingga perubahan penyelenggaraan dari yang sedang berjalan menuju
pola baru setelah adanya perubahan undang-undang tidak menimbulkan
guncangan besar. Yang pasti, perubahan harus selalu dijalankan guna
memperbaiki manajemen maupun besarnya manfaat program yang

disediakan melalui sistem jaminan sosial.

103



Sebuah sistem jaminan sosial pada hakikatnya merupakan
pelaksana program pemerintah dalam memelihara dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Suatu badan penyelenggara dapat
mengelola suatu sistem jaminan sosial bagi sekelompok penduduk
tertentu atau sebuah program tertentu. Oleh karena itu, sebuah badan
penyelenggara dapat berada di bawah koordinasi langsung sebuah
kementerian, misalnya Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian
Kauangan apabila badan penyelenggara mengurus kelompok penduduk.
Sebuah badan penyelenggara juga dapat berada di bawah koordinasi
Kementerian Kesehatan apabila program yang dikelola adalah program
jaminan/asuransi kesehatan yang mencakup berbagai segmen populasi.
Dengan demikian koordinasi badan penyelenggara ini akan sangat
tergantung dari rancangan sebuah sistem jaminan sosial. Untuk Indonesia,
alternatif koordinasi badan penyelenggara dapat dilakukan melalui
pilihan di bawabh ini:

a. Langsung berada di bawah koordinasi Presiden/Kepala Negara

Salah satu pilihan adalah sebuah Badan Penyelenggara
yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, tanpa melalui
seorang Menteri. Sebuah badan penyelenggara yang otonom yang
tidak berada di bawah koordinasi suatu kementerian atau departemen
akan lebih cocok untuk program jaminan sosial yang lintas sektoral.
Bentuk badan seperti ini, sebagai suatu badan setingkat Departemen
atau Lembaga Non Departemen, cocok untuk rancangan sebuah
sistem jaminan sosial yang mengelola berbagai program untuk
berbagai kelompok penduduk. Bentuk ini juga sangat efisien dan
efektif karena akan selalu menjadi fokus perhatian seluruh pihak
terkait (stakeholders). Hanya saja, jika badan penyelenggara berada

langsung di bawah Presiden, keputusan yang diambil dapat
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dipengaruhi oleh figure Presiden yang mungkin mewakili partai
yang berkuasa. Dengan demikian, independensi dan otonomi badan
ini sering diragukan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa
badan yang terlalu dekat dengan kekuasaan sering digunakan sebagai

alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan.

Seperti sekarang ini, Badan penyelenggara berada di
bawah suatu departemen tertentu sehingga tepat mengatur kelompok
penduduk atau program yang menjadi tugas utama suatu
departemen. Namun demikian, apabila program jaminan sosial
menyangkut berbagai sektor dan berbagai kelompok penduduk,
maka koordinasi oleh suatu departemen dapat menimbulkan gesekan
politik yang keras karena banyak Departemen yang merasa
berwenang mengatur dan karenanya akan menjadi “rebutan”
mengingat dana yang akan dikelola dapat jadi lebih sangat besar.
Departemen Keuangan dapat melihat badan ini sebagai suatu
Lembaga Keuangan dan karenanya dapat menuntut agar badan
tersebut berada di bawah Departemen Keuangan. Hal ini
mengandung risiko bahwa badan tersebut akan dilihat sebagai suatu
sumber keuangan umum negara seperti halnya BUMN di masa lalu.
Padahal tujuan utama jaminan sosial bukanlah akumulasi dana
sebagai usaha revenue center bagi pemerintah, akan tetapi upaya
pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi penduduk yang
pengelolaannya harus memperhatikan aspek ekonomi dan keuangan.
Sebaliknya Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, atau Departemen Sosial dapat melihat badan ini lebih
tepat di bawah koordinasinya karena mengurusi jaminan sosial atau
jaminan tenaga kerja. Padahal badan ini juga tidak hanya mengurus

masalah sosial atau kesejahteraan sosial atau tenaga kerja semata,
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akan tetapi badan ini juga akan mengurus pengumpulan dana dan
investasi yang pruden dimana kemampuan itu tidak dimiliki oleh
pejabat di Departemen non keuangan. Dimanapun letak badan
tersebut, pengaruh birokrasi dan kekuasaan dapat menjadikan
pengelolaan badan ini menyimpang dari tujuan semula yaitu
memberikan jaminan sosial yang mampu meningkatkan

produktivitas penduduk.

b. Bersifat Independen, bertanggung jawab langsung kepada
Presiden

Suatu badan di bawah koordinasi langsung Presiden seperti
halnya komisi-komisi independen lainnya, memang tidak
memberikan jaminan akan adanya campur tangan pemerintah.
Namun demikian, dengan adanya banyak fraksi seperti yang kini
terjadi, pembentukan sebuah Badan Penyelenggara di bawah DPR
mempunyai potensi sebagai ajang rebutan partai, khususnya yang
berkuasa. Lembaga seperti ini tidak termasuk dalam konstitusi atau
sistem pemerintahan Indonesia, sehingga bentuk ini tampaknya sulit

bisa dilaksanakan.

3. Bentuk Dan Jumlah Badan Hukum Badan Penyelenggara
a. Bentuk Badan Penyelenggara

1) Berbentuk Badan Trust Fund (Dana Amanat) yang
Independen
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